








1.1

Bagi BUJK atau usaha orang perseorangan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan pasar 1 1 ayat (t ) aun pasal
19 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

lzin usaha yang diberikan sebelum diunclangkannya
Peraturan Daerah .ini dinyatakan tetap berlaku'samjai
dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaidiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan Daerah i;l denganpenempatannya dalam l,embaran Daerah KabupatenRembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ
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PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAII I{ABUPATEN REMBANG

NOMOR ,... TAHUN

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa l<onstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi,sosial, dan budaya yang mempunyai perairan penting di daerah darampencapaian berbagai sasaran gLrna menunjang t.i-riuarry" tujuanpembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
selain berperan mendukung- berbagai bidang pembangunan, JasaKonstruksi berperan pula untrit< 

"r.ra,itrrrg t,.*urh dan berkembangnyaberbagai industri barang dan jasa v""g aipritrt 
"r, 

daiam penyerenggaraanJasa Konstruksi dan lecara luas irurrar,mrrg perekonomian d.aerah,Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertibadministrasi dalam bentuk perizinan
Penyelenggaraan Perizinan Jasa Konstruksi dilal<sanakan berdasarkanpada asas l<ejujuran dan keadilan,--irrr..t, iurrt"r".rr, keserasian,keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan,keamanan dan keselamatan, r.eu.uasai, -p.*u.rrg,.,rr"r, -uerkeranjutan,
serta berwawasan lingkungan.
Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakansebagai upaya memberikan Peiizirr*"ua". fonstruksi untuk mewujudkantertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEIVII PASAL
Pasai 1

Cukup jeias.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan,, adarah bahwakesadaran, akan fungsinya. ailim penyelenggaraan tertib JasaKonstruksi serta bertanlgung jawab memlnuhi berbagai kewajiban gunamemperoleh haknya.
Yang dimaksud dengan "asas manflaat,, adalah lahwa segara kegiatanJasa Konstruksi hiarus dilaksanaian 

--uerlandaskan 
pada prinsipprofesionaritas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi danefektivitas yang.d"q.! meniamin ,"r*":.ra"va nilJ iamuatr yang optimai

x35:"i,?,4"r*1l,t1"- ienvelenss;;; Jasa ro,,,t ur.,i dan bagi

I:g^9-yaksud dengan "asas keserasian' adalah bahwa harmoni rrn]er-
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Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwapenyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan
sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi,
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaaninformasi dapat diakses ole.h para pihak sehingga terwujudnyatransparansj dalam penyelenggaraan Jasa Ki-nstruksi y;t
memungkir:kan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secaraoptimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan meiakukan koreksi
sehingga dpat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa hubungan kerjapara pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan si-nergis, 

"

Yang dimal<sud dengan "asas keamanan dan keselamatan,, adalahbahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamananlingkungan dan l<eselamatan k"r:i serta pemanfaatan hasil JasaKonstrur<si dengan tetap memperh"Lk.r, kepentingan umum.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

pekerjaan Konstruksi. terintegrasi merupakan gabungan antaraPekerj aan Kon stru ksi dan j 
".*"i<J."jL "i 

Kon s tru ksi.Pasal 6

Ayat ( 1)

Huruf a
Usaha jasa Kon"",T:1 Konstruksi yang bersifat umum harusmemenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsurtansisecara utuh yang menghlsilkan dokumen pengkajian,perencanaan, perancangan, dan pengawasan.
Huruf b
Usaha jasa I(onsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harusmemenuhi kriterja yalg mampu *jt.tIrr,rr."""u,Igrln tertentudari proses konsurtr".i 

-;;;g"" 
*"r,ghas,kan dokumenpengkajian, perencanaan, per"rr""i_rg&f,, pengawasan, dan/ataumanajemen penyerenggaraan konstruksr.

Ayat (2)
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Ayat (a)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a
Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus
memenuhi kriteria yalg mampu mengerjakan bangunankonstruksi atau bentuk fisik iain, mu-lai dari peny"lapan
Iahan sampai denga, penyerahan akhir atau beifungsinya
bangunan.

Huruf b
usaha Pekerjaan .Konstruksi yang bersifat spesiaris harusmemenuhi kriteria yang mampu mengeq.akan bagiantertentu dari bangunan konstruksi atau uentu-x fisik rain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Pekedaan Konstruksi rancang bangun menunjukkanintegrasi penyediaan jasa antara pekerjaan xorrstrur.sidengan Konsurtansi Konstruksi vang mencakup seruruhaspek penyelenggaraan Jasa iiorrsLut sl, tetapi l;;mencakup proses pengadaan.

Huruf b
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Pasal 9

Yang dimaksud dengan"usaha orang perseorangan" adalah usaha
yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa n embentuk
badan usaha.

Pasal 10

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha
Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saatyang bersamaan.

A"vat (2)

Cukurp Jelas

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukr-rp jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kiasifikasi dan kualifikasi 
.merupakan kegiatan registrasi untukpenetapan usaha di bidang konstruksi.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasai 12

Culcup jelas.

Pasal l3
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)

setiap BUJK harus memiliki penanggungjawab teknik, keahrianpenanggungjawab teknik ini dihar.jf"rrt"p.i 
"..":""ri" BUJK

ffi?fffsi sesuai riengan prosedur 
"ihir.gg" tia"r. r..iruarravalan

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

1\rtI-'r-.l^1^^



Menimbang : a,

BUPATI REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PBRATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

TANCCUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kualitas lingkurrgan hidup, perusahaan memiliki peran yang
strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan
dan penyelengaraan pemerintahan daerah;

bahwa urrtuk meraksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
diperlukan aclanya hubungan yang sinergis, seraras dan serasi
antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan peran serta
masyarai<at;

llahrru'. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
clalam hr-rruf a dan huruf , perlu menetapkan peraturan Daerah
tentang Tanggurrg Jawab Sosial perusahaan.

l. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-Undang Nomor 13 Tahun 19s0 tentang
PembentUkan Daerah-T)acreh }{ohrr^oran r{at^* T :*^1

b.

Mengingat

c,



3' Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
usaha Milik Negara (i,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a29Z);

4' undang-undang Nomor 2s rahun 2ooz tentang penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2oo.
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4675);

5' undang-undang Nomor 40 Tahu n 2oor tentang perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo1
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7S6);

6' undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oog Tentang
Kesejahteraan sosiar Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a96T);

7 ' undang-undang Nomor 32 Tahun 2oog tentang
Perlindungan dan pengeroraan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 14414;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
505e);

B' Unda,g-u,dang Nomor 12 Tahun 2orr tentang
Pernbentuka' perattrra, perundang undangan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2orr Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
523g:

9' undang-undang Nomor 13 Tahun 2orL tentang penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik irrdonesia Tahun
20) l Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republil<
Inrl onceio Nnmn. <o2<\.
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11.

'lahurr 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor s5g7) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor g
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 201s Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679:

Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2or2 tentang
Tanggung jawab Sosial perusahaan dan Lingkungan
Perseroan Terbatas (lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2AI2 Nomor Bg, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5305);

Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahu:: 2016 tentang
Peranllkat Daerah (L,ernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Jl6 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);

Peraturan Menteri Badan Usaha Mirik Negara Nomor pER-
08/MBU/2013 Tentang perubahan Keempat Atas peraturan
Menteri Negara Nomor pER-0s/MBU/2007 Tentang program
Kemitraan Badan Usaha Mirik Negara Dengan Usaha Kecil
Dan Program Bina Lingkungan

t2.

13,

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAwAB sosrAL
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam per.aturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

l, Daerajr adalalr Kabupa.l;en Rembang.
2' Pemerintah Daerah aciarah kepala Daerah sebagai unsurpenyererrggara pemerintahan Daerah yal1g memimpin

peraksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
claerah ofonom.

3. Bupati artalah Bupati Rembang.
4' Tanggring Jawab sosiar perusahaan yang selan_utnya disingkatTSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiapperusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi

dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat
setempat dan lingkungan.

5. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik
-yang didirikan berdasarkan peraturan perundang_undangan
maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan
menghimpun modal, bergerak daram kegiatan produksi barang
dan/atau jasa serta bertujuan memperoreh keuntungan.

6' Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adarah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

. usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan daram undang_undang
ini serta peraturan pelaksanaannya.

7 ' Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adaiah
Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut vennootschap ond.e
Firtna (voF), commanditaire vennootschap (cv) dan badan
usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan
tlerianiiarr- rnelalzrrLo- l-o^.i^+^- -- - -,



berdasarkan peraturan perundang_undangan.
8. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN

adalah badan usaha yang seruruh atau sebagian besar
modaln.-va dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsr-rng yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,

9. Badan Usaha Milik Daerah yang seianjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seiuruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh pemerintah Daerah yang berasar dari kekayaan
d aerah .vang dipisahkan.

I 0, M usya',r'arah perencanaan penrbanguran yang selanjutnl,q
disebut musrenbang acrarah forum antar pemangku kepentingan
clalam ra^gka menyusun rencana pembangunan daerah.

I 1. Penerima penyerenggara tanggung jawab jawab sosial
1:erusahaan adarah perseorangan, keruarga, kerompok dan/atau
masyarakat.

12' Masyarakat adarah seruruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun
iradan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
baik secara langsung maupun tidak langsung.

13. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik daiam
lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan,
yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak
langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan
l.:eberadaan, kegiatan dan. perilaku perusahaan yang
Itersangkutan.

14. cabang Perusahaan adalah perusahaan mirik perusahaan
induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun
anak perusahaan yang membuka kantor di witayah l(abupaten
l?embang.

15. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah Dana
,vang digunakan oreh trrerusahaan untuk pelaksanaan tanggung
jawab sosial tlerusahaan vans dianooqrl,.q^ r{an A;^o-L.i},.--1 -^-
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16' Irorum TSp adalah organisasi yang dibentuk beberapa
perusahaan yang melaksanakan program TSp, dengan maupun
tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah
komunikasi, konsultasi dan evaruasi penyelenggaraan TSp.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

pasal 2
Asas pelaksanaan TSp di daerah meiiputi:
a. l<epastian hukum;
b, partisipatif dan aspiratif;
c. )<epentingan umum;

d, l<eterbukaan;

e. I<eberlanjutan;

f. kemandirian;

g. l<ebersamaan; dan

h. l:envawasan lingkungan,

Eiagian Kedua
prinsip

pasal 3
(1) Prinsip-prinsip peraksanaan TSp di daerah meliputi:

a. kesadaran umum;
b. kepedulian;

c. keterpaduan;

d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e, kemandirian:



h. kemitraan;

i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
j. koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSp di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
a. manajemen yang sehat;

b. pro{'essional;

c. transparan;

d. akuntabilitas;

e. kreatif dan inovatif;

f. terukur;

g. program perbaikan dan berkelanjutan;
h. keadilan yairg bijak; dan

i, kebijd<an vang adil,

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSp dalam peraturan daerah ini
meiiputi;

a. peran pemerintah daerah;

b. hak dan kewajiban perusahaan;

c. pelaksana dan program TSp;

d. forum TSP;

e. prosedur penyelenggaraan TSp;

f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

g. penerima TSP;

h. peran serta masyarakat;

i. pembiayaan;



MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

pasal 5
Pengaturan TSp claram peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai
upaya untuk memberikan :

a. kepastian dan perrindungan hukum atas pelaksanaan program
TSP di daer:ah.

b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan .ran pemangku
kepentingan cli daerah atas pelaksanaan program TSp agar sesuai
dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

pasal 6
Pengaturan TSp daram peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jeras mengenai
tanggungjawab sosial perusahaan termasrrk lingkungan
perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi peiakunya;

b. mewujudkan pelaksanaan TSp sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

c. rnemberir<an kepastian dan perlindungan hukum bagi
perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan secara terpadu dan berdaya gLlna;

d. :rremberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga
l<egiatarr tanggr-rng jawab sosial tidak berclampak negative
terhad ap operasional perusahaan;

e, meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan
mengoptimalkan dampak posilif keberadaan perusahaan;

f rmomFrarilr^- ^--^^:^^j I-^--r^ -1 -- ! r
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me\i'u.iurdkan kesejahteraan masyarakat disekita . Iokasi kegiata,
peru serhaan beroperasi;

menciptakan daya saing perusahaan dalam meryarankan
tanggungjawab sosial;

menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan
kesehatan masyarakat;

j. mensinergiskan program
pembangunan di daerah.

TSP dengan perencanaan

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7
Daram pelaksanaan TSp di daerah, pemerintah daerah berperan :a' memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada

sosial dan lingkungan di daerah;
b' menyampaikan informasi dan data guna menyeraraskan program

TSP dengan program pemerintah daerah;
c' merumusr<an sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaanclan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan di daerah;
d. memfasiritasi terbentuknya Irorum TSp dalam peraksanaan

tanggu ng jar,r,ab sosial perusahaan;
e' men.yampaikan program skala prioritas pembangunan daerahdan usulan rekapan musrembang desa atau kecamatan yang

belum terlaksana sebagai bahan daram perencanaan program
tanggung jawab sosiar perusahaan kepada ,,Forum Tanggung
Jawab Sosial perusahaan,,;

f' memberikiin penghargaan kepada perusahaan yang telah
melaksanakar'. TSp dengan baik dan ses,ai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g,' melakukan nernhinaa- l-a*^r^ t .

ot'

h
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HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian I(esatu

Hak perusa.haan

pasal g

Dalam pela)<sanaan TSp di daerah, perusahaan berhal<:

a. men)'uslln program TSp yang akan dilaksanakan sebagai bagian
dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan
dikoordinasikan dengan pemerintah Daerah melalui Forum TSp;

b' menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program
pela.ksanaan TSp setelah berkoordinasi dengan pemerintah
Daerah melalui Forum TSp;

c' mendapatkan penghargaan dari pernerintah daerah bagi
perusahaan yang terah meraksanakan TS? berdasarkan
kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSp; dan

d. berpartisipasi aktif dalam penyerenggaraan TSp di daerah.

Bagian Kedua

Keu ajiban perusahaan

pasal 9
Dalam pelaksanaan TSp di daerah perusahaan berkewajiba,:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSp

sesuai denga. prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha
dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan
peratu ran peru ndang- undangan ;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem
kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam
penyelenggaraan TSp di daerah;

c. rnelaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap
tralal-o^'.^^- 'T\6D A^- ----
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telah diraksanakan untuk ciisampaikan kepada pemerintah
Daerah melalui F'orum TSp;

e. melakukan koordinasi dan peraporan terhadap rencana dan
pelaksanaan TSp kepada Forum TSp secara periodik; dan

f. menerimer dan mempertimbangkan usuran dan masukan dari
masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII

PELAKSANA DAN PROCRAM TSP

Bagian kesatu
pelaksana

pasal 10

(1) Pelaksana TSp merupakan perusahaan yang menjalankan
usahanya di daerah.

(2) Pelaksana TSp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan
terbatas;

b, perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma
dan persekutuan komanditer; dan

c. perusahaan perorangan.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menjalanl<an kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSp.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
baik di dalam maupun di ruar lingkungan perusa'raan.

(5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Kantor Pusat, Kantor cabang atau unit p,elaksana.
(6) Perusahaan yang menjarankan kegiatan usaha di daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau
RI IIMn da- Dar.'o^L^^- C---^^r^ !- i
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(7) Ketent,an mengenai pelaksanaan Tsp sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), ayat (2) ayat (3) , ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
dilaksarrakan sesuai de.gan ketentuan ,)eraturan perundang_
utndangan.

Bagian Kedua
program TSp

pasal 1 1

(1) Program pelaksanaan TSp di daerah metiputi:
a. bina lingkungan dan sosial;
b, kemitraan usaha mikro dan kecil ;

c, program langsung pacla masyarakat.
(2) Ir'ograrn TSp di daerah sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)<ii.encanakan cJan d,aksanakan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi
mas.yarar<at, memperkokoh keberlangsungan berusaha parapelaku dunia usaha, membantu penangguranl,an kemiskinan
dan rnemerihara fungsi ringkungan hidup secara berkeranjutan di
daerah.

pasal 12
(1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang
bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan
pengel0laannya serta memberi bantuan langsung kepada
masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.

(2) Program bina ringkungan dan sosiar sebagaimana dimaksud
pada a.yat (1) meliputi :

a. bina lingkungan fisik;
b. bina lirrgkungan sosial; dan
c. bina li::gkungan usaha mikro dan kecil

(3) Progr:am kemitraan usahq nrilzra r^- 1-^-rr - r
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dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilavah
sasaran perusahaan.

(4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 avat
( l) huruf b meliputi kegiatan:

a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu

produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama
dan peningkatan klasifikasi perusahaan;

f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
g, penumbuhan inovasi dan kreativitas.

(5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1l ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. hibah;

dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang
membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan
perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
pr:ratu l-an peru ndang_undangan 

;

b. penghargaan;

dapat diberikan kepada warga mas.yarakat yang berprestasi
dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan ker.1a
bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan
bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;

c. beasiswa;

diberik^n kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
d. subsicli

berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau
kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan
fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan
kecil'
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kepada panti sosial/iompo, para korban bencana dan para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosiai (pMKS); dan

f. pelayanan sosial;

berupa. layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan
santunan pekeda sosial.

BAB VIII

FORUM TSP

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

(1) Untuk mernadukan, mensinkronisasikan dan
mengharmonisasikan prograrn TSp di daerah perlu dibentuk
Forum TSP di daerah.

(2) Pemberrtukan Forum TSp di daerah sebagaimana dimaksud
pada a.yat i1) difasilitasi oleh bupati

(3) Keanggoti.ran Iorum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari unsur :

a, perusahaan,

b. masyarakat,

c. perguruan tinggi ;dan
d. pemerintah daerah.

(4) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada a)/at (1) dibentuk di
tingkat Daerah.

(5) Pembentukan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

clit.etapkan dengan keputusan Bupati,

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang
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bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam
rangl<a men)'usun rencana penyerenggaraan TSp oleh
perusahaan setiap tahunnya ;

b' memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai
program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk
pelaksanaan TSp mengacu pada program pemerintah Daerah;

c. melakukan pengawasan dan evaruasi pelaksanaan TSp; serta
d. menjadi mediator atrts sengketa yang timbur antar pemangku

kepentingar akibat pelaksanaan TSp.
(2) Dalam peraksanaan TSp di daerah, Forum TSp benvenang :

a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSp;
b. menentukan kebijakan mengenai tata ca.ra yang terkait

pelaksanaan TSp;

c' menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan
TSP;

d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSp; dan
e. menentukan standar operasionar prosedur penyelesaian

,sengketa peiaksanaan TSp.

pasal 15
Ketentua, lebih ranjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja
dan tata kerja Forum TSp di daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 diatur dalam peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSp, pendanaan operasional kegiatan Forum
TSP di claerah bersumher dari.
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c. sumber pendanaan lainnl,a yang sa)r.

BAB IX
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 17

(1) Program TSP di daerah dilakukan sesuai prosedur yang
ditentukan oleh Forum TSp.

(2) I(etentuan tebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana
dimaksud pada a.yat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, trVALUASI DAN

PELAPORAN

pasal 1g
(1) Dalam melaksanakan TSp, Forum TSp melakukan perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, evaruasi dan peraporan program
kegiatan.

(2) Kete.tuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan,
moniroring, evaruasi dan peraporan sebagaimana dimaksud pada
a.yat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI

PENERIMA TSP

Pasa-l 19

(1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
(2) Penerima TSP sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) meliputi

perseorangan, keiuarqa. kelomook dan / etarr mesvaravat
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PERAN SERTA MASYARAKAT
pasal 20

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam
pelaksanaan TSp di daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dapat berupa:

a. pengawasan;

b, pemberiatl saran, pendapat dan usul;
c. l<eberatan, pengaduan; dan
cl, penyampaian informasi dan/atar-r laporan.

(3) Peran serta masl,arakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk:
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan

kemitraan;

b' menumbuhkembangkan kemampuan dan keperoporan
masyarakat;

c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses
penyusunan TSp;

d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan
pengawasan; dan

e' mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan rokal.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21
(1) Pembialaan pelaksanaan TSP berasal dari sebagian keuntungan

bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah
di tentukan oleh perusahaan.

(2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha
yang membidangi eksploitasi atas sumber caya alam wqjib
menerapkan TSp dengan biaya yang dianggarkan dan di
narlritr rnal-^- 6^1-^^^: L.l^--^



18

(3) Ketentuan biaya
dilaksanakan sesuai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan peraturan perundang_u ndangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

pasai 22
(1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang

secara terus menerus telah meraksanakan TSp dengan hasil baik
dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
b. pengumuman di meclia massa; atau

(3) Kete.tua, rebih ranjut mengenai bentu]< penghargaan, tata carapenilaian, penominasian dan penetapan perusaha:rn yang berhak
merrerimn penghargaan sebagaimana ciimaksucr pada ayat (r)
clial.ur dalam peraturarr Bupati.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

pasal 23
(1) Pe'yelesaian sengketa daram pelaksanaan TSp riilakukan secara

musyawarah mufakat yang difasilitasi oreh Forum TSp.
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai penyeresaian sengketa di luar lembaga
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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pelal(sanaan TSp di daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dim*ksud pada ayat(l) dilaksanakan oreh perangkat daerah yang membidangi

urusan perencanaan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur. dengan peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

pasal 25
(1) Persahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasar 10 ayat (3) dan pasal 21 ayat (2)
dikenakan sanksi administratif.

(2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
lteru pa:

a. Teguran tertulis;
b. Pemlteku an lzin;
c, Pencabutan Izin dan/atau
d, sanksi admi,istratif lain sesuai dengarr ketentuan peraturan

perundang_undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannye.

(4) Ketentuan lebih ranjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayai. (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 26
f 'l lHel-hal rra-- l-'o1,,-. r.i^r..- r-1-
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(2) Peraturran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah
irri diundangkan,

pasal 2Z
Peratura, Daerah ini murai berlaku tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam rembaran
Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkankan di Rembang
pada tanggal,

BUPATI REMBANG,

Dir-rndangl<an di Remban g
pada tanggai,

SEI(RETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMORNOREG PERATURANDAERAH KABUPATENREUNAruC,
PROVINSIJAWATENGAT-{:( / ).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO\40R ....... TAHUN ......
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I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di
daerah, meialui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan
kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa
yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, rneningkatkan pembangunan
ekonomi berlcelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi,
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
yang berdaya saing di claerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakinmelekat' Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan
masyarakat' Perusahaan selain sebagai institusi bisnis iuga telah menjadi bagiandari warga negara (coryorate citizenship)yang terlibat langsung derr.gan dinamika
masyarakat. Keberranjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada
1<orrdisi ekonomi darr kualitas kehidupan masyarakat. perusahaan tidak bolehhanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi
masl,arak at (profit, people planet).

Tanggung Jawab sosial perusahaan (TSp) merupakan sesuatupetnahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepadamasyarakal agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap tedagaserta tidak dirusak f'ungsinya. Berdasarkan ketentuan pasal 74 undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2oo7 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidalg dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanal<an tanggung jawab sosial dan
lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya clilakukan dengan memperhatij<an kepatutarr
dan kervajjban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang- Undang IIomor 25 Tahu,
2oo7 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap pellanam modal di Indo.esia
melal<sanakan tarrggung jawab sosial perusahaan,

Tanggung Jawab Soslal Perusahaan dalam peratrrran Ttaaral .i-i
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f.

mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab
sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak
yang menjadi pelakunya;

mewujudkan pelaksanaan TSp sesuai dengan peraturan perundang_
undangan;

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya
guna;

meminjmalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimaikan
dampak positif keberadaan perusahaan;

memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan
serta pemberian kemuriahan dalam pelayanan administrasi di daerah;

mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan
beroperasi;

menciptakan da.va saing perusahaan daram menjarankan tanggung jawab
sosial;

h' menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan
masyarakat;

i' mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jetas

Pasal 2

FIuruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah as,ts dalam nesara

a.

b.

c.

d.

e.
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Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatuproram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni
keterlibatan dalam tahap perencanaan, peraksanaan, monitoring dan
evaluasi pl.ogra,x l<egiatarr.

Yang dimal<suci de.gan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita,
l<einginan da, hasrat untuk keberhasilan pada rrrasa yang aka, clatang.
Pembangll nan yang berkelanjutan 

;

I{uruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan
di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam artiyang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidupmasyarakat )/ang Iuas.

Hurud d

Cukup jelas

Hurr.rf e

Cr-rkup jeias

Hr-rruf f
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorongperan seluruh pelaku usaha/perusahaan secara berser-ma-sama daramkegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat ( 1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
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kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu
ber:upa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah
hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan
keterkaitannya baik daiam kata maupun realita yang ada.

Hururf d

adanya

tampak

Yang dimaksud dengair prinsip kepatuhan hukum adalah
ketaatan l-rukum yang dikonkritkan daiam sikap, tinclakan atau
tingl<ah laku manusia.

Yang dimaksr-rd dengan prinsip
untuk melakukan kegiatan bisnis
yang berl<aitan dengan individu,
masyarakat.

Huruf e

etika bisnis adaiah cara-cara
yang mencakup seluruh aspek
perusahaan, industri dan juga

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adarah sikap
keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan
untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan
pertanggrtngjau'aban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan
terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dirrraks.rd dengan prinsip keberpihakan adalah hal
berpihal<oada kesejahterilan dan kemakmrrran masyarakat.

Hurruf h
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oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan
pri,sip saling memerlukan, mernperkuat dan menguntungkan
atau perihal hubungan/ialingan kerjasama sebagrd mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan
membentuk kemitraan (net
dengan pihak lain,

prinsip mutualistis
working) yang saling

adalah mampu

menguntungkan

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi
perbedaan) adarah pemberian perlakuan yang sama bagi
dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu
tetap memperhatikan kepentingan nasional.

I-luruf j

(tanpa

semua

dengan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifatkoordinasi, yaitu mengemukaka, visi dan misi untuk mencapaiketertarikan hubungan antara perusahaa. dengan masyarar<at
sekitarrrya,

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adarah manajemen
yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuan modal, aset, vorume
usaha atau dari segl keuangan, produktivitas, pemasaran dan
kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional
memerlukan kepandaian khusus untuk
,ll^l^*

adalah profesi yang
menjalankanny kornpeten
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Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adarah prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
merrdapatkan akses informasi seruas tentang tanggung jawab
sosial.

Huruf d

Yang dirnaksud clengan akuntab,itas adarah penanggungjawab
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
bercrasarkan kedekatan.nnya dengan luas, besaran dan jangkaua,
darnpak yaag critimburkan oreh penyerenggaraan suatu urusan
pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk
menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenarkan
sesuatu yang baru.

Hururf f

Ya,g dimaksud dengan terukur adarah dapat dinilai dari tujuan
da, sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kuaritatif
maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan
sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah
program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni daram
1-^-l-^*,^ l^-^ L---r 1 .r
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Yang dimaksud dengan keadilan yang bljak adalah memberikan
hak yang sama kepada orang rain sesuai dengan kebutuhan da:r
fungsinya dr:ngan menar:uh segara sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adarah kebijakan
yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai
tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai
dengan karakter dan kebutuhannhya dan perumusannya yang
realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

'Pasal 
4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

' Pasal 8

Cukup jeias

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jeias

Pasal I 1
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Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasa.l 17

Cukup jeias

Pasal 1B

Cukup jelas

P;rsal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cul<up jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasai 23
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Cukr_rp jelas

Pasal 25

Curkup jelas

Pasal 26

Cukup jeias

Pasal 27

Curkup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



Menimbang

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABLIPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2OI7

TENTANG

PENGELOLA,A.N BARANO MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG M,q.HA ESA,

BUPATI REMBANC,

: a' bahwa pemerintah Kabupaten Rembang memilikibarang milik daerah seUrl
d 

" I . 
-a 

r o p 
" ", 

oI f, L.,' 
^ ^ 

r"nffi 
u' 

;.T : rl;Jf * 
o'i'.,i 

^;lX,J,publik dan kesejahte.u"n *u.yu.ukut denganmendasarl<an pada asas. fungsional, kepastianhukum, tra.nsparansi, efisiensi, "of.r-rn,"frilitas, 
danl<epastian nilai;

b' bahwa berdasarkan ketentuan pasar r 05 peraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 201i renrangPengelolaan Barang Mirik Negara/Daer.ah, pemerintar,rDaerah l(abupaten Rembar_rg ber.wenang urntul<membenruk per.aruran Daerah iang ;;,;;;;rr renranspengelolaan ba-r.ang miiik daerai:; -

c. bahwa delgln berlakunya peraruran pemerintah
Nomor 27 Tahu.n 2Ot4 t;ntang pengelolaan BarangMilik Negara/ Daerah, maka peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahu. 2oor rentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sucrah ticrak sesuai
lagi dan perlu diganti dengan yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b,1an huruf c, perlur
membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan
Barang Milik Daerah;

I\r^--j-^--.



3.

4.

Undan.g-Undang Nomor 5 Tahun 1960 rentangPeraturan Das;ar pokok_po}<ok Agraria fi_._U"..,Negara Repubiik Indonesia Tahun l960 Nomor i04,Tambahan Lembaran Negara Republik ,.,Jo.,."'"Nomor 2Oae;

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tenrangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Neiotilme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1g99 Nomor 7 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 renrangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun ZbOS Nomor. 47, TambahanLembaran Negara Republik Irrdonesia Nomor a2g6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahurn 2OO4 tenrangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rep,blikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor S, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor l5,l.ahun 2OO4 renrangPemeriksaan pengelolaan dan tanggungar,,u,abKeuangan _Negara (Lembaran Negara-- R$ublil<Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Incionesia Nomor aaO0);

Undang-Undang Nomor 12 ,l.ah un 2O 1 1 renrangPembentukan peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republil< Indonesia f.r-run zo r rNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S%a);

Undang-Ul9*g Nomor S Tahun 2Ol4 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republil<lndonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tamtahan
Lembaran Negara Republil< indonesia Nomor 5494)l

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tenranB
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS9T),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tet"rtang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

5.

6

7

9,

10,



L'2, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOstentang pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembiran N.g"iu Rep;utit i.,ail..i. Tahun2oos Nomor 48, iambaha; l;;;;;;" NegaraRepublik.rndonesiu rvo*o. 45_02) sebagaimana telahdiubah d^"I_g"r., p..rir..,, pemerinia-i Nomor TqTahun 2or2.renrang- perubahan Ai"- peraturanpemerinrah Nomor' 2'3 _Tahun ZOOS tentangPengelolaan.. I{euangrn --Baclan 
Layanan Umum(L,embaran Negara R"epubrik r,.,ao,.r."iJiur.,un 2012Nomor 171, Timbahai Lemba.un Negara Republil<lndonesia No::ror 5340;

13' Peraturan pemerintah Nornor 5g Tahun 2oo5rentang Fenge)o1azur I(euarrga-:-r Daer.ah (Lembar.arrNegara Repu-blit< tnaon,,sJ, ,ranu., iOG.Nomor l40,Tambahan^ Lemba.*"-'il.gu.u RepLrbrir< Indo,esiaNomor 4STg);

14 ' Peraturan 
- 

pemerintah Nomor 79 Tahurn 2oo5tentang pedoman pembinaan 
cf ar, 

^ 

i.r.,g.*,""^r-,Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik tnaonesla Tahun 200s Ntmor t65,Tambahan 
- 

Lemba.^" -rvJg".u 
Repr,ibiik IndonesiaNomor 4593) ;

15' Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 201otentang Tata cara pemberian dan pemanfaataninsentif pemungutan paSak Daerah dan Ret.ribusiDaerah (Lembiran rrr&l.u 
_ Republik IndonesierTahun 2oIO. t;omor 

- 
i?;, Tambahan LembaranNegara Republik tnOonesla Nomor 5161);

16' Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahurn 2014tentang pen€elolaan Barang Mirik Negara/Daerarr(Lembaran Negara R.t;lii Indonesia Tahr"rn 2or4Nomor 92, tambahan i.-U^."n Negara RepublikIndonesia Nomor SS33) ;

17. Peraturan pemerintah Nomor g4 Tahun 20l4tentang penjualan Barang Milik fV.g...7DaerahBerupa Kendaraan perora-ngan Dinas- (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tinun 2or4 Ntmor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610) ;

18. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahr-rn 201o tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimanitelah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahurr 2O1S rentang



2a' Peraturan presiden Nomor 3g Tahun 2015 tentangKerjasama pemerintah Dengan Badan Usaha DalamPenyediaan Infrastruktur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 201S frfo_o. OZl;

21. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5Tahun 2017 tentang pengelolaan E^.",.,g MilikDaerah(Lembaran Dierah Kabupu,.n Rembar.rgTahun 2jtr_Nomor 5, Tambahan Lembaran DaerahKablrpaten Rembang Nomor 9O);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 5Tahun 2016_ tentang pembentuka, Dan SusurnanPerangkat Daerah Kabupaten Rembang(LembaranDaerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah K;b;p"t;,i RembangNomor L2g);

D E w A N p E R wAKrff il,-f; l,ff l'r: H$T^f,'ffifiiror" *
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

REMBANG

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPA,I.EN REMBANGTENTANG PENGELOLAAN EIRNNS MILIK DAERAI{.

BAB ,.

KETENTUAN IJMUM

Datam peraturan pi:.lh ini, yjfft,,1luu.ud dengan:1. Daerah adal"! Kabupaten nembang,
2 ' Pemerintah Daerah' aaaian eupa? sebagai unsur penyerenggaraPemeri,tahan Daerah yrg memimpin pelaksa,aan urusanp e m e ri n t a h a n 

{.. " S m e nj ad i ke-we n an g" o l--.".u h o to n o m .3' Dewan penvakilan naryat Daerah_t;; siLnlutnya clisingkat DpRDadalah Dervan perwakiran Rakyat oleratr *uuup^,.rr Rembang.4. Bupati ada-lah Burpati Rembang.5' Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Rembang,6, orgnisasi Perangkat Daerairl!1qa" r.rl^ perangkar Daerah yangselanjutnya disingkat opD/sKpD adalah unsur pembantu Bupatidan DPRD dalam penyerenggaraan urusan pemerintahan yang
menladi kewenangan Daerah.

7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adaiah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9, Pengeiola Barang adalah pejabat yang berwenang. ciin blrtanggurrg



Barans.
13' pengurrus.Bararlg 

Milik 
?:.r"n yang seianjutnya disebr-rt pengurLrs

1 ^ 
5r1Xlf;, 

adalah pt;"it? cianTatau JiuI,"., F,ngsior"r' umum yans, _ 
:?i?ll i,Bi, #:- *._hi:; il;;l
mirik 0"11: -tt'vii'p"" ;.^.l.,,lii.i'J, pejabat vans diserahi. tusas

1 5, pengr,."t'ln pada Pej a ba r p." 
" 
[i J"l;ff B#;|f,.t^ 

u 
"un 

a lcan b; ;"",;
Oi..iut i. 

rsarang pengguna,aaaiah_JJatan 
r.urigsional Umum yangmena,au""n jlll.o".^fi?:;d;;*l:Tjft:""n.":,:uarkan,

' 
u 

:'.1*,T;i'.i*ff :r1'ffi,1#fl*i:l:_H"nT ;iH" men erim a,
, r',f,:if * nf Xi Il' tia. ".i, 

p u J"? ,l ;" 
f e n gg u n a 

" 
;;ffi ;, 

*il ;;
b e rd a s a r k an u : i, o i,?,i.il,u" #'j iI }1 liT rR 

e n, a r i; - ; ffi i n I e p e n d e n" i:;il:il9.:*'trilr"^1gal*^^^i1Ji,"" rnerumuskan rincian
b ara n g, 

1. r t 
" 

r 

" 
i, i J u ;#-X',it.XX,^T ff i q h y b r;;,;; p e n g a d a a rrd a sa r o 

", iT r, "i;i;;; ilt#|fi XhT#n 
g ied a n s'b.i"r 

",,, 
s e b a ga ir s F. . Is.., ;ff 

"&"i4, 
iu, :,,x" I : I J :li $'f o 

" 
*; ;: 

- -,, o

:fl ffi -m e n ge r or. a 
",, 

- 
ill.#, jfffi lil:l,f 1 o r e rr. 

le",-, gg, ., a B a ra n g,, ffi #5ii.:?,i: *tm:*:n*j:_;:f;tit# {", ;;iau,ru ulul'' untuk penlelensei:il"_;;r.: 
gr,., rr,ng.i 

'opD/sKpD
sratu. u.oll-,t1[X'i]asi Barang Milik o".?lr, aengan iialr. mengubah

:i ii:L,xxi* 
Pelnanraatan Barang Mirik DaSrah oreh pihar< rainz z p,,il ;*i*u3xi:tj:r [i, ;[if.T #: hf:,_l il; ;;;; l, n u i

;!:,U:xl*iTf; -Xr,I;il.r1tlitrit'-!ffi L:*"t'-.nm
., i: :'J:i:ii B:I:#:r,,,.... u u t ul."iir, ;.ii$ #,:ff I TilT",fl [:; l3 :23' Ker'a Sama pJmanfaatan 

- 
adalah_ pendayagunaan Barang M,ikDaerah oleh pihak l;il;jam.jangk"'*"i1u 

terrentu dalam rangkapenin gr<atan pend"p.i"r,E.., t, aJi-;r ,,T"; pe m biayaan rainnya.24' Bangun Guna s.iar,ifr^r, p.**ri"i,"" Barang Milik Daerahberupa tanah or"r, p}'r"[-l+ll a."e."-I"?" -.,.,dirikan bangunandan / atau sarana uerit<ui ia"ili,u 
"vi,*i..,i_rt o iu,_, d idaya g u n a kan o lehpihak lain tersebut aaiam .1a._,!r.a *r[,, rerrentu J,ang telahdisepakati, untuk u.t*.jiryr.- dGerahkan kerrrbari tanah beserta

, *--:tlulll' "t"u tut^"^ u.rili, i r^.lii^.,, l,a sererah berakhi rnya
25' Bangun Serah Guna adarah pemanl'aatan Barang Mirik Daer.alrberupa tanah oreh pihak rain -deng;;;;;; mencrir.ikan bangu,andan/atau sarana berikut fasiiitasnya, cian seterah seresaipembangLlnannya diserahkan untul< .iiduy.g.,nakan oleh pihal< laintersebut dalam jangka ,,vaktu tertentu yang disepakati,26' I(erja Sama penyJdiaan Infrastruk,r. 

"",jutut, 
r<erja sama antaraPemeriittah dan Badan Usaha lrnrrL L,ooioto- nan,,^rr^^.^



29' Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerahyang dilakukan antara PemJrintan oa'erarr clengan i"-'..ir-,tah pusat,antar pemerintah Daerah, atau antara pemerintah Daerah denganpihak lain,. dengan rrenerirrra. p""!g"r,,i"" utama dalam bentur<
P_?Iu.,g, paling sedikit dengan nilai sej-irbang.30' Hibah adalairpengalihan -kepernifika; t,;ang dar.i pemerintah pusatkepada pemerintih Daerah, dari pemerintah Daerah kepaciaPemerintah Pusat, antar Pemerintarr naerah, atau clari pemerintahFusat/pemerintah Daerah r..paaa iit-,"i. Lain, tanpa mernperolehpenggantian.

31' Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengaiiharr kepemilil<anBarang Mirik Daerah yang, semula merupat an kekayaan yang tidar<dipisankan - menjadi -i*"r..y""" ^'-';;", 
dipisahkan untukdiperhitungkan seLagai modaiTsaham'Jaerah pada badan usahamitik daerah, atau baian rrutuml;il;";ang dimiriki negara.

:: i:il:xf;:,.,ftfl,?l- i*:S;; 
^-';:';'^i'nihkan 

risik' danlarau
33' Penghapusan aaatarr tindakan.menghapus Barang Mirik Daerah daridaftar barang dengan menerbitkai keputusan _dari pejabat yangberwenang untuk- *"-u";;l;;^ i"-#s.ror. . Barang, penggunaBarang, dan/atau x""."- iigil;. 'ili"r-,* dari ranggung jawabadministrasi dan fi;rk utiJ barang yang berada dalam- penguasaannya.

'*' 5:3,#ahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang mirir<
35' Penatausahaan adarah rangkaian kegiatan yang meliputipembukuan, inventarisasi, da; ;;;po.*, Barang Mirik Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urrdangan.
36. Inventarisaii adalah kegiatan ,;i;i'.. mitakukair pendaraan,pencatatarr,. qT peraporan hasil p."d"r;; #;"g #iik Dpaerah,37' Penilaian adalat'' pto... t .gi^t"n'untut .n-.mberikan slratu opini nilai

3:r ;T?jx,llj' 
u pen,ai ani.." p"' E *^" s"M, i i. rv.g^., /nl.ru., pad a

38' Daftar Barang pengguna adarah, daftar yang memuar data barangyang digunakan oleh masing_masing e.ngguna Barang,39. Daftar Barang l(.u.asa pengguna aaatari-aaftar yang memuat databarang yang dimiriki oren m?li"g:;;.;g xrru." penggurna Barang,40' Pihak Lain adalah pihak-pihal< seiain penrerirrtah Daer.a'.

Pasal 2
(1) Barang Milik Daerah meliputi;

3, barang yang dibeli 1q; diperoieh atas beban ApBD; dan
,^ ! barang yarq berasal dari jerotehan r;";t; yang sah.(2) Barang sebagaimana dimaksud pada .v.i [ij huruf b meliputi:a' barang yang diperoleh dari hibah/.;;b;i-rgan atau yang sejenis;b. barang .-yang diperoleh ' ";;;g"i' petaksanaan daripeia rjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan ; atau

d. barang yans dioeroleh herri a qa rlza. n, t rr r 66 h r:1 ^ .^

peraturan



Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan pemeliharaan;
Penilaian;
Pemindahtanganan;
Pemusnahan;
Penghapusan;
Penatausahaan; dan
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:
3 pejabat pengelolaan barang milik aaeraf,; ---b. perencanaan kebutuhan dL penganggaran;c. pengadaan;
d. penggunaan;
e. pemanfaatan:
f. pengamanan dan pemelihara.an;
g. penilaian;
h. pemindalrtanganan;
i. pemusnahan;
j, penghapusan;
k, penatausahaan;
1. pengawasan, dan pengendalian;
m. pengeroraan barang mltit< daerah oleh badan layanan umum;n. barang milik daera-h be.upa iumah negara;o. ganti rugi dan sanksi; danp, ketentuan lain-lain,

BAB II
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MIL]K DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan pengeloraan Barang Mirik Daerah

Pasal 5
(1) Bupati adatalr pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Mirik Daerah.(2) Pemegang kekuasaan plngerolaa" e;;"iJ rviilit Daerai 

"uu"g.i-*r.dimaksud pada ayat (ti Ueivenang dan beitanggung jawab:
3. menetapkan k_ebijakan pengeroiaan Baran g Mitiiioaerar, ;b' menetapkll lurgsunaan, pemanfaatan,""t^, pemindahtanganan

Barang Miiik ?":t$ berupa tanah dan/arau bangunan;c, menetapkan kebijakan pengamanan dan pemiliharaan BarangMjlil Daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan rnen.yimpan Barang Mirik

Daerah;
e, menl;ajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;f, menyeturjui usul pemirrdahtanganan, pemLrsrrahan, cian
Penghapusan Barang Milil< Daerah sesuai batas l<ewerrangarlnya;

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau



c. Kepala oPD/sr(pD seraku 
. 
pengguna Barang Miriri Daerah yangdapat melimpahkan sebagian fE*.nu^gu,-, dan ta.ggung ja,"vai-rkepada Kuasa pengguna Barang;d. Pejabat penataus"t,i^., eengguia Barang; dane. Pengurus Barang Milik Daeilh, y""g t..airi dari:

1) Pengurus Barang pengelora;

?) pengurus Barang pengguna; dan3) pcngurus Barang pembantu.

,.t"?t,l?"fj;x_
(1) sekretaris Daerah adalah t.rrfffXl3".^nu Mnik Daerah.(') 

i:ff:l:iiJtrffiXl[n';ni'*;;ilN"" aimar.uJ pada avat (1)

f,. il:fflix dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Mirik Daerah;
pemeiiharaan/peru*^r..,1#xtlfii,,u o^.l"^x,ana kebutuhan

c' mengajukan usul pemanfaatari a""' p.n,iniahtanganan 
BararrgMilik Daerah yang .r,.*..t.,t 

",., 
p.."liujuan Bupati;

: Hi i!.i!, "ffiTtr*ix; tr#il: ilr,, 
!' ," u ; i;1 ,,, pe m u s n a h a n,e' mengatur peraksanaan -p.-i"aah;;;;T" 

Barang Milik Daerah

^ ilX:.terah disetujui orur, erf"r'"1.i,''o"*.o p.riu;kii"" Rakyatr' 
ffillB5?nlliiro'"t"' dalarn pelaksanaan rnventarisasi Barang

s' 
ffii?Tx..: 

p.ensawasan dan pengendarian atas pengerolaan Barang

pe Bagian Ketiea
ngguna Barang aHI;?Ta" per ssu na Barang

(1) I(epala OPD/SKPD adalah pe
1 z j e" 

" 
gs; ; ; ;.n g M, i k r;;..X:iiffi.::l?T#, ILilX.#l" g j awa b ;a' mengajukan 

-rencana kebutrl3ri J"i'frig"rggaran Barang MirikDaerah bagi OpDU Si<pO y"ng dipimpinnya;' iliff3:}tr]., iil?"ff:ffi.f'i:'.rm;::," penggunaan Bara,g
Belanja Daera-h 4"" pi."i;i-,u" rainnya r""Jtlil"an 

Pendapatan dari

: n'.'#T 5:i:*T:::m:n;;;'#'JJ' fi 
".un * M i, i k Dae rah va,1 sd' menggunakan e-.r"r.,g- 

- 
rraiiit Daerah yang ber.acia darampenguasaannya untuk keiung'si oFozsxpD yang .,o,|jl,t li,1J 

p'nvei.rglaraan irsr. dan

" ff1tr[il1X1iXX#:-'i*.'"'u n'u,^a,g M,,< Daerah -vans berac]a
t' mengajukan usur Femanfaatan dan pernindahtar.rgarlan 

Barang

$:',f..,??:T 
no 

" 
:..J,xl 3 

" 

j*L 
s {::: :,, ^g ",1r.,i, ",, r a, s, i d a k



(1)

(2)

(3)

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pe^gendalian atasPenggunaan Barang vtltit< - Daerair yang berada daram
. penguasaannya; dan
J' menyusun .d", menyampaikan raporan barang penggunasemesteran dan raporan barang p.t,ggu.r" tahunari'ru-,r* beradadalam penguasaannya kepada nenleroii tsur"ng.

Pasal 8(1) Pengguna Barang dapat merimpahkan sebagia. r<er.r,enanga. dantanggung jawab kepada Kuasa pengguna Barang.(2) Pelimpahan sebagian wewenang .dan ta'ggurrgjawab kepada KuasaPengguna Barang sebagaimurridi*aksuc.l"'pada ayar (r ) drretapr<au
.^. 91"h Bupati atas usul pengguna Barang. r'

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkll lertiilbangan juritatr ur..ig yang crir<elora, beban
5, iil,lffii';rl:'"o " 

te n s i, a I n 7 aiau ;;;,; ; ;;e,., o h i a? " p.,t, - b a n ga n

ee;auat ?lf i,Xfj"'fllx, Barang

Kepala orD/sKL? o."ulii,xll1.r"1r*1, daerarr seiaku pejabatPenatausahaan Barang " *u"rprnyai fungsi sebagai peraksa,apengelolaan Barang Milit Daerah.
Pejabat penataus^n?* g".;;g-"ebagaimana dimaksud pada ayat (r)ditetapkan dengan X"p"t""r" bupati.Pejabat penatausll$ B;l;g iebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:a' membanru meneriti dan memberik"ip..l*bangan persetujuan

9"1.T penyusunan rencana kebutuira, Luru.,g milik daerah
, i<epada pengelola Barang;
D' membantu meneliti dan memberika' pertimbangan persetujuandalam penyu su n an ren can a r<eb utun.; p_.;.i i h araan / perar,r,atanbarang milik daerah kepada pengeloia BJ;g;c' memberikan pertimbangan keiada r.,[.Ior, Barang araspengajuan usul pemaniaatan dan pemiriaantanganan bara,gmrtik daerah .yang memerlukan perserujuan Bupati;d' memberikan. pertimbangan kepada j.ng.lor, barang unrukmengatur peraksanaan penggunaan, pemarr laatan, p.,i.,rr-,uh^,,r,

dan penghapusan barang n,ifif. daerah; 
--'--' 1-

e' memberikan pertimbangan kepada pengelora barang ataspelaksanaan p_emindahtanganan barang *Ttit. daerah yir.rg terah
- disetujui oleh Bupatiatau OPRO;f' membarrcu Pengelola Barang dalain pelaksanaan koordinasi

inventarisasi barang milik daerah;g. melakukan pencatatan barang miiik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkarr dari pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyeten[[araan tugas
dan fungsi oPD/sKpD dan sedang tid;k dimanfaatt.r, pihak lainkepada Bupatimelalui pengelota Barang, serta barang milil<



Bagian Keiima
Pejabat Penatausahaan pengguna Barang

Pasal 10(1) 
I?if,::" 

Barang dibantu oleh Pejabat penarausahaan pengguna

(2) Pejabat penatausahaan pengguna. Barang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) oitetapkan oleh eupati atas ulut pengguna Barang.(3) Pejabat penatausahaan perrgguna Barang sebagaimana crimaksudpada ayat \zl yaitu pejabat yang me:.ibidangi fungsi peraksanapengelolaan barang milik daerah pua"" p""sgur-r. Barang.(4) Pejabat penatausihaan rengguna earan!- sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berwenang dan 6Irt""geuie j?*uu,a. menyiapkan rencana kebutrr-,ari?"""p."g.r.rggaran barang mirik, daerah pada.pengguna Barang;b' meneliti usuran pi.*orroi?!_p_enetapan status.penggunaan barangyang diperoleh dari beban aprio a""-c."lehan rainnya yang sah;c' menelid pencatatan dan inventaiis*.i'L".ong mirik daerah yang
$:htt^TlTan 

oreh eengu.u. earang 
-'.i1,.,7^t^, 

pengurus Bara,g
d' *.ryr.ui' p.ngaiuan usuran pemanfaatan dan peminciahtanganar.lbarang mirik daeiah ue.upailluh aanTaiau bangunan yang tidar<memerlukan persetujuan DPRD aan i^.",-,g rnilik daerah selai,tanah dan/atau bangunan;e' mengusu'T:l^rencana penyerahan barang. milil< daerah berulratanah dan/atau - baniunan yang tidak digurralcan urnrukkepenting.r.,p"lygtenggiraan tugas dan fungsi plngguna Barang. O.r .:dTg tiOat<-Oirnu?'fuuttun oleh pihak lain;t 

il:Hf,'kan 
usulan pemusnahan d;; ;rshapusan barang milir<

barang semesteran dan tahunan yangPengurus Barang dan/atau pengurus Barang
h' memberikan p-ersetujuan atas Surat permintaan Barang (spB)dengan meneibitt<an" surat perintah penyaruran na.ang (sppB)

;1,$fi0fi:Xq"''arkan 
barang milik daerah Ju; gudang

1' meneliti dan memverifikasi Kartu Inve,taris Ruangan (KrR) setiapsemester dan sedap tahun;j' melakukan verifikasi .euagai dasar memberir<an persetujua, atasperubahan kondisi fisik barang milik daerah; dank. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan orehPengurus Barang pengguna aa-n/ata'i e*ir.r" Barar:g pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang pengelola

Pasal 1 1

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul pejabar
Penatausahaan Barang.

(2) Pengurus Barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pejabat yang membidangi fJngsi pelaksana Denselolaan harans

g, meneliti laporan
dilaksanakan oleh
Pembantu;



F:f,u1'lH#"';?:il1" barang m,ik daerah kepada pejabat
c. menyiapkan dokumi pengajuan usulan pemanfaatan clanpemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan. persetujuan Bupat"i;d' meneliti dokumln usulan,penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,darr penghapusan d",.i. pilil;; Barang, sebagai bahanpertimbangan oleh pejabat F8"rtlrsahaan Barang da_jampengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,dan penghapu san b"r;;; ;iii"il...il:e' menviapkan bahan pen!1ta$1 ulan! milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan^v*g terah oiser-irrtal dari pengguna Barangyang tidak digunakan untuk t.p.",i"gan penyele.ggaraan tugas

" 
g:? iltiii l.iR lH,"::.s]ilgl ffi i]ii; *' ir., " p ir,,T ra i n r.e p icr af' menyimpan dokum-e" 

""ri i..p.,iiirir.an barang mirik ciaerah:

: Ff,#Jfrt""B^::Hl" dokumen Lapora,, Barang r.nreXlr/r(uasat 
iliii-*1lnr"toi",iasi daram rangka penvusLrnan laporan barausi' merekapitulasi -aur', 

-.:',qll1pyrl Laporan Barang pengguna

a \ . i,Tff ::xi,11x # i:?::.i.;il"*,:;[ m# r,,,"g 
" 

r o r ^ ".rc ;j(+) Penguru. br.r";--;;::.r",,f",onul;.ffi::rr"."r"jifll j#'i.,,?dminisr.atir dan seca,.a

( s ) i:Tffl " ii,i T:Li.["i:H i., 
;; ;;;; "[.H'ffff L,::'"?: "' ^ k e p a cl a

Barang Rlngerola J"r", 
.o,,tli,i 

iilr,?:i]l#r ;:u::l i.;::i:;Pengercla va[g airctap*anlt.n ee.lauai puI.,.t"usahaan 
Ba,.ang,(6) pengurus e-"."nj--'eengetota "--Jir.,:^,rs 

merartur<arr kegiata,perdagangan, peti4aan 
:..:;f.";;;;.,,0*u,., penjuaran jasa araubertindak sebagai p;;j;-i". atas -[<ugiaia,r/_pekerj 

aan/trenjualantersebur yang 
".,gg"iurr"y" alu.U""r."" ?ri" ApBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang fengguna

Pasal 12('l 
I:lilJ:: #ffi: Pengguna ditetapkan oreh Bupari atas usul

(') 

i:ffHHrtffi*..,;'#,t#,X;:fl*",,"ana dimar<sud pada ayat ( 1),
a' membantu menyiapt<ai" dokumen rencalla kebutuhan dan. penganggaran barang milik daerah;b' menyiapkan usulan permohon*' p..,.tapan status penggunaanbarar.g milik daerah y"rg aip.ror.i-, i^.r u.u"n ApBD dan perolehanlainnya yang sah; ' e -

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang miiik daerah;d' memirantu mengarnankan barang- mirlr* a^"."h yang berada padaPengguna Barang;
e' menyiapkan doi<umen pengajuan usulan neman faarq,-, rra-



h.
I

menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (spB) berdasarkan nota
permintaan barang;
mengajukan surat Permintaan Barang (spB) kepacia pejabar
Penatausahaan Barang pengguna;
menyerahkan barang berdasarkan Surat perintah penyalur.an
Barang (sPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyeral-rarr
barang;

J.

K.

l' membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahur:ap;
m. memberi label barang milil< daerah;n' menl;ajukan permohonan persetujuan kepada pejabat

Penatausllaan Pengguna Barang uto. perubahan konclisi :isil<barang milik daerah berdasark^t-, p1.,g.cekan fisik barang;o, melakukan stock opname barang pers=ediaan;p' menyimpan dokumen, antara iain: fotokopi/salinan dokumerrkepemilikan. . barang mili< daerah ciarr menyimpa,asl i / fotokopi / salinan dokumen penatau sahaan ;q, melakukan rekonsiiiasi da]am.iangka penyusunan Iaporan barangPengguna Barang dan raporan baraieg -iiir. daerah; d;;-r' membuat laporan mutasi bu..l-F _.Jri;; buran yarg disampaika:rkepada Pengelola Barang melaluf een-ffr,na Barang setelah cliteiitioleh pejabat penatausahi.an penggunaE"."rg.(3) Pengurus Bru'g pengguna seuftaimana dimaksud pada ayat (2)secara administrarif bertanggung Jawab kepada p;;g;;;^ Barangdan secara fungsionar bertaqggung jawau atas perat<saila,, tugasnyakepad a pen geroia B aran g metii-u i i"j 
"u" 

ip.n atau sah aan Baran g.(4) Dalan- hal meraksanakin,tugas dan fungsi administru.i p.rrgurusBarang pengguna dapat diba-ntu oreh p.Luur,u pengurus Bara,gPengguna yTg ditetapl<an oleh e..!guno Er."ng.(5) Pengurus Barang F.r',ggur" dila.a,-,g merakur<an rregiatanperdagang&D,. peki4aan p.embo.o.,g.n -drn 
1:enjuaran jasa ataubertindak sebagai ie,r.lamin 

^1". i.giaian/ pekerj aan/penjuarantersebut yang anggarann),a dibeb^"f.^iii"Ja ApBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang plmbantu

(1; Bupati -..-.jl!I",, r=uift,tS'Jfr"n, pembantu atas usur r(uasaPengguna Barang mela"lui pengguna Barang.(2) Pembentukan pJngurus Barang pembaniu sebagaimana dimaksucipada ayat (1) dilakukan berdaiark..t p".ii*bangan jumlah bara,gyang dikelola, p.p* kerja,, loIs..ir kompetensi-danTatau renrangkendali dan pertimbangan tUl.t tit tai"nyu.'-(3) Pengurus Barang pembantu sebagain 
"na 

dimaksud pada ayat (1)berwenang dan bertanggungjawab:
a. menyiapkan dokumen iencana kebutuhan dan penganggaranbarang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaallbarang milik daerah yang diperoleh ilu.i u.tun ApBD oan perolehanlainnya yang sah;



kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi l(uasa perrgguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak Iain;

g, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan danpenghapusan barang milik daerah;
h, menyusun laporan barang semesteran dan tahlrna';i' menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berciasarkan nora

permintaan barang;
j,mengajukan surat permintaan Barang (spB) ltepada I(uasa

Pengguna Barang;
k. menyerahkan_ barang berdasari<an Surat Perintah penyalurar-r

Rarang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan
barang;

I' membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunarr;m. memberi label barang milik daerah;
n. mengajukan permohonan persetujuan kepacla pejabat

Penatausahaan pengguna Barang metalui Kuasa pe'gguna Barangatas perubahan kondisi fisik barang miiik daerah pe,ilecet an fisil<barang;
o. melakukan stock opname barang persediaan;p. menyimpan dokumen, antara rain: fotokopi/sari,an dokumenkepemilikan. . .barang milik daerah dan menyimpanasli7 fotokopi/salinan dokumen penarausahaan;q. melakukan rekonsiliasi dalam. iangka penyusunan laporan barar-rgKuasa Pengguna Barang dan rapoin u*"irg milik daerah; danr. membuat laporan mutasi barang setiap blian yang ais"-p"ii.u,.,q.dl Pengguna- Barang melarui Kuasa pengguna Barang seterahditeliti oleh pejabat penitausahaan pengguna Barang dan pengurLls

Barang pengguna.
(4) Pengurus Barang pembantu baik secara langsung maupun tidal<langsung dilarang melakukan kegratan perdagangan, pekerjaanpemborongan dan penjualan jasa aiau ueriir-,a"i ,.i.e"i lenjami,atas kegiatan/.pekerjaan/ penjuaran tersebut y;;;-?;g!u..u.,,.,.uu

dibebankan pada APBD.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENCANCGARAN

Pasal 14
(l) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun denganmemperhatikan kebutuhan pelakinaan tugas dan fungsi opD/sr{pn

serta krtersediaan Barang Milik Daerah yan[ ada,
(2) Perencanaan l(ebutuhan sebagaimana d-imaksud pacla ayar (t)meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pernanfaatan,

Pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.
(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimal<sucl pada ayat (1 )merupakan salah satu dasar bagi opD/sKpD dalam pengusulan

penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiatiuejdan angl<a
dasar (baseline) serta penyusunan rencalri^ kerja cian anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dinraksucl paaa ayar (r )

berpedoman pada:
a. standar barang;



(7) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagairrlana climal<surcl
pada ayat (6) dilakukan berdasarl<an ketentuan peraturan perr-rnciar-rg-
undangan,

(B) Standa:' harga sebagaimana dimaksud pada ayar (4) huruf cberpedoman pada peraturan Bupati.

Pasal 15
(1) Pengguna Ba.rang menghimpun usul rencana kebutuharr barang yangdiajul<an oleh. Kuasa pengguna Barang yang berada di iingkunga,

. kantor yang cl:ipimpinnya.
(2) Pengguna Barang menyarnpaikan usul rencana kebutuhan BarangMilik Daerah sebagaimana 

-d.ima.ksud 
parta ayat (1) l<epada pengelola

Barang.
(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencanakebutuhan Barang Milik Daerah 

""u"g"i;ur-,a dimaksud pada ayat (2)bersama Pengguna Barang dengan ;;;;;arikan a.t. Grang padaPengguna Barang dan/aiau pengerola 'n^r"r",g dan me'etapkannyasebagai rencana kebutuhan Barani Milik b*.*r.,.

Tata cTa peraksanaan p..".rI^1$.r'u *"or,uhan dan penganggaranBarang Milik Daerah diatur dengan peraturan Bupati,

,.$8iJL*
Pasal 17(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pr.i.sipefisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adir, dan akuntabel.(2) Pengadaan Barang Milik Daerah 

".u"g.i*"ra dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai ketentuan peratuian perundang_undangan.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 18(1) Status ,,)enggunaan_Barang Milik Daerah ditetapkan Bupati.(2) Penetapan status eenggu-naan. Barang' Miiil Daerah sebagaimanadimaksud p"9.1 llat ( 1);dak dilakukan-terf,aaapra, Barang Milik Daerah berupa:
1, barang persediaan;
2. konstruksi dalam pengerjaan; atau3, barang yang dari u*ur p.ngrJ""nnya direncanakan untukdihibahkan; dan

b' Barang Milik Daerah lainnya yang clitetapkan lebih 1arrjut olehBupari.

Pasal 19
Bupati dapat mendelegasikan penetapan status perrggunaan atasBarang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunar-r ,l-.-ngun konclisi
tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah
Pendelegasiatl penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daer.ah

(1)

(2)



b. Pengeiola. Barang meneliti laporan clari peg'fi*ixi,ff i1Jffi r.r"nx:i?$*:1iJ??:r?;il;:;*?'slrx

Barang M,ik 
-Daerah 

oro","..1ri;:ile srarus pellgsu]1aanr1ya Llrlrukpenyelenggaraan tugas dan rung.i-b*po)sripn, gLrna dioperasikan ojerr5:1"h,.?l#t;ruffi1f-gj:f#n*,:L,.n"n umun sesuai tusas

IffiS# "J,l;:'T" ;; I 
*. lS* f#, .: m" r u s p e n Bs u n a a n n y a p a d alainnva daiam jangka *"[i, tertentu ,",.,oT1^o]:h 

Pengguna-Baran!

1".X1-#^1U";f *t,#lt,3fT$"'[,::;l?:flHr'",'.?i.t!f; 
noX,,i:i;

(1) Barang M,ik Daerah o"r,1,telfff"" status pengsunaannya dariPengguna 
^r:'"*-"u#* p;;;;;ro. Brrur* -Iainnya 

untukp r |Sllilifi,i"'"^'' 
tu ga" ai''' ru,rg.i-Liir...rkan p.ii., ui;.,., e, p"ti

,",p##il"?:firn-i.i:iffiL"ffifttrliii"hlfr 
'tffi 

i'^f;i";;(3) Pengaiihan
p";ilG":f J."";-',rfiHlilir*-auH,"lii:1.1*-:,ix-iH:
ayat (1) dapat p.uta iiailku" ueraasart<", ii1i,",if dari eupat,, dengan

,,, i'.1::[" i*xl: ".,"".,ilitu'''[u'.'*^'ili.,.,.,vu tersebut kepada
(4) Tata cara peng"i*r"n 

status-. penggunaar-r Barang Mirik Daerah clariPengguna naring k;p# 
, 
r.ngffiu';;.;ng rainnya sebagaimana3:HnH J,#i,;'iJlli*o'" il;;' (rii[,u. rebih ranjur ciengan

(1) Penetapan sratus pengguna,{ri:B'"]?"1- 
Miur( Daer.ah be.-rpa tanahdan/atau bangunan aiiukukun ;;;;";'^'r<erenruan bahrva ranarrdan/atau bangunan --i....Ur, 

aipE.ir-,t "., unruJ< kepentingau
ffil'J:lfi,X-*lrtnl *" d a' ru n gsi Pe n gg u ; ; ;..;;' F.,. * rl,'J a B ara, g

(2) Pengguna Ba.rang rvajib menyerahkan Barang Milik Daerah be._rpatanah dan/atau b"r,gu.,.r, yang tidak digunakan dalampenyelenggaraan tugas din fungri p.ige.,r-,1 e^.rng, kepada Bupati
,^, melalui pengelola Barang Milik Daerah.(3) Dikecualikan dari t*.t.,itr"r, sebagaimana dimaksud pada avat (2),apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direnca.akan *ntur<

$if.lffifXl ijilt$manraatifun dalam jangka waktu terrenru yarls

rasat 25



(3) Ketentuan lebi' lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepadaPengguna Barang ..b^g"r.ana dimar..ra pada ayat (1) diatur rebihlanj ut dengan peiaturari Aupati.

(1) Bupati menetapkan Barang #riif'"?Iah yang harus diserahr<an orelrPengguna Barang karena tidak orgunaxirr untur< kepentinganpenyelenggaraan tugas dT fungsi F",-rggr.u Barang da, ticiakdimanfaatkan oleh piiat. i,ain.

''' B;iH l#l}3i#,Lfy;tan sebagaimana climaksucr pada a.vat (1),
a' standar kebutuhan .unah dan/atau bangunan untLrkmenyelenggarakan dan menunjang iug.. dan fungsi insta:rsi_ bersangkutan;
b' hasil audit atas- penggu":3 

-111^h,g^n/ataur, bangurrarr; da,/ataurc' laporan, data, oan iiiormasi yang diperoreh dari sumr:er rain,(3) Tindar< lanjut p.rrg"toio.,, 
^t"" plryerahan Barang Mirik Daerahsebagaimana dimaklud ;il" ayat (1) meliputi:

I 11l1ap"n starus penggunaan;
o. pemanfaatan; atau
c. pemindahtanganan.

Ketentuan'"'r1-l?.*.y, ,,"-*#til;'cara pelaksanaan penggunaanBarang Milik Daerah ai.tu. J"?Su.-, peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFMTAN
Bagian Kesatu

Kriteria pemanfaatan

(1) pemaniaaran Barang Milik ,.:fffl?r?r.rnu*an oreh;a' Pengerola Barang- dengan'persetujuan aupati, r-rr.rturk Barang Miiir<Daerah yang berida aiam penguasaan pe_ngerola Bara:rg; cia,b' Pengguna ,?o:,t d;;-g"" persetujuan perrgelola Baring, unrur<Barang Milik Dae-rah u'..rq, seuajian tanah dan/arau banguna.yang masih digunakan otetr i,."g-iu,.,u'6u,ung, crar.r serain ta,ahdan/atau bangunan
(2) Pemanfaatan 

. 
Blrang Milik Daerah dilaksanakarr sebagaimanadimaksud pada ayat- rit-'a}.r.".r,.k.., 1Jrd."..kr,., pertimbangarl

l'"::f,,#:x-i}, il;"., 
p 
"i' uiir'u"- - il;;;, i,ii,,, we gara i o ae.ah d an

Bentuk Pemanfaatan
a. Sewa;
b. Pinjam pakai;

Bagian Kedua
Bentuk pemanfaatan

Pasal 29
Barang Milik Daerah berupa:



a, Barang Mirik Daerah berupa ternah dan/atau bangunan yang sudahdiserahl<an oleh pengguna n"."ng f..f,..aa Burpati;b' Barang Mirik Daerafi'.b:.yp3 se6agian tanah dan/arrau bangurra.yang masih digunakan orehp."ggri^^ Barang; dan/atauc' Barang Milik paerah s.erarn t^."''r'arl/.,"., bangunan.(2) Sewa Baring vrilil. o*il ililffi;;; eimaksud i"a, ayat (1) hurur
^ i,SLllsanakan 

orerr Fene"ror" -B"r"i;*,"r"r, 
*endap*t persetujuarr

,t, 
;.Jux"fflf .[XL?i:Xh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur
p e rse t uj u an d ari r. ;;,;,:T":l.j*.r.,s8u n a e 

".u; 
j . ;; dh ;.; ;;; ; ;

(l) Barang Milik Daerah o^t::1i!...yiil* kepada pihak Lain.(2) Jangki **.Ju;;;;*;*..3T.q uitir. 
-o^.rah 

sebagarmana dimaksud
( 3 ) 5ffi # Tlf, X "!:f, f" E:jJI-^Xl ji SL:a, 

a.iiTi o.tf . 
"; ", *

xr?,lu*^t 
(2) dapa, Lr,ir-, a"fi s'iiii"iirnun dan arp",..aiperpanjarrg

a, kery,a sama infrastruktur;

: ii.ifi?l:{ilf;T,,,X}tirxl,lJ;"n" }a,s meme ,uka r \!ar(,1
(4) ;"*[,},ukan- tain aiam' Undang-Undan6,

dan/atJu r#,H:fii",?.-y:-lil;;"ffil,u Daerah berupa tanah(5) Besaran Sewi Ji."",uct&pkail 
Bupati,

rffi ii H: ilj T+;;I H{q#f1 ,1d{-;; !1 r #. #?;;iH,,.J,j^ g::, s 
r u?r'rr 

^iil, 
" .uuug,ii,".,1^ 

lduk :u o- ouo 3 aya r ( 3 )masing j.r'^o"t mempeftimbangka;Tir;;**eekonomian 
da(6) F;;;ij='l1t-i3f".truktur. 

Keekonomian da.i masi'gl

,':,,'iffilffi [1f],r.tf#]ffi itr1#*i,'T:i,"::fi l,,,i:ir(7) Sewa Barang -fufifit 
b^J.f, dilaksanakar:

I"ns paling sedikit *.-*"t, t berdasarkan perjanjian,a, para pihak yang ,."i 
"t 

J"iam peryanjian;b. jenis, ,u1.,l,"ylumiai barang, uu."ir,., sll1u, 
i".n jangl<a waktu;

: ::i:ti:jt 
jawab pe"vt*" ataJtiayu tp.ru",o,ar dan pemeriharaand ffiffiilu'E,il*ti:;ilff; -J q vP'r

(B) Hasil sewa e".J;ilt,iL*J**h merupakan penerimaan Daerah da,seluruhnva wajib ii."t"lr-.I k. ..k.ning Kas Umum Daerah.(9) Penyetoran uang Sewa ..["guirrr^rr"n-a'in,lt .ua pacla ayat (g) harusdilakukan sekar'Igu. ..;;;-tunai. narinf 
^1"mbat 

2 1aull hari kerjasebe I u m d i tan dat-ale"" i"iJ peqjanj ian S;*; Baran g M i l i r< Daerah .
(10) Dikecualikan dari k"ete;;;; seuagaim"n" airaksud pada ayat (9),penyetoran uang Sewa Barang Miut Daerah ur.Ituk kerya samailft:,t:[-;:1"ffi"t ail"r',ir.an secara bertahap de,gar-, p....trjuan



(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perJanJran yang paling sedikitmemuat:
a. para pihak yang
b. jenis, luas atau

waktu;

1) Kerja Sama pemanfaatan
dengan ketentuan:

terikat dalam perjanjian 
;jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangl<a

c' tanggung jawab perninjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
. selarna jangka waktu peminjam.,,r; d.r.r'd. hal< dan keu,ajiban pa.a pihak.

Bagian Kelima
Kerja Sama pemanfaatan

I(erya sama pr:manfaaran 
"".j,iJ"',j,?,u [-aerah denga' pihak Lainclilaksanakan dalam rangka:

a' 
fr"it"",?tJ''alkan 

daya guna dan hasil gun.r Barang Milik Daerah;
b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

(1) KerJ'a sama pemanfaa.u., eu.Jn[fl,,?ri Daerah diraksanakan terhadap:a' Barang Mirik Daerah berupa ianah dan/atau bangunan yang sudahdiserahkan,oleh pengguna Barang kepada Bupati;b' Barang Mirik oaerah" u".."q ..u"gir., tanah dan/ataubangLlnarlyarlg masih digunakan oreh'eengguria Bara.g; dan/ataurc' Barang Milik Daerah selain tanah" danlaiu, uangunan,(2) Ke!'a sama pemanfaat"r, ,r". Barang rralrir. Daerah sebagaima.adimaksud pada ayat (i1 dilaks"nuxan Zt.i',^e.ng.iora Barang seterah
,^, T.ldupat persetujun Bupati.
(3) Kerja Sama pem-anfaa,uo -uru, 

B.arang Milik Daer-ah sebagaimanadimaksud pada ayat (r1 aitat<sanatar., ir"r-,'^p",.,gguna Barang seterar.rmendapat persetujuan pengelola Barang.

Pasal 35
atas Bararrg Milik Daer.ah c.lilal<sanal<arr

a' tidak tersedia atau ticlak cukup tersedia dana daram APBD LrnrLrr(memenuhi biaya operasion&I,'pemefifr"."*, dan/atau perbaikanyan[, diperlukan terhadap Barang Mirik Daerah tersebut;b, mitra Kerja sama p.*.r,i"itan -ditetapkan 
merarui tender, kecurariuntuk Barang Milik Daerah yang berslfat khusus dapat dilal<ukanpenunjukan langsung;

c' Penunjukan la:rgsung mitra Kerja Sama pemanfaatan atas BarangMilik Daerah yang bersifat r<rrusus s;;;;;i-",a climaksud paclahuruf b dilakukal ore_! pengguna Barang terhadap Badan usahaMilik Negara/Badan usaha-ivfirik ou..ui 
-r.r* 

memilji<i bida,gdan/atau wilayah keq'a tertentu sesuai 
-r<eientuan 

flr^t.,.^r.,perundang-undangan;
d. mitra Kerja Sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetapsetiap tahun. selarna jangka waktu pengoperasian yang telahditetapkan dan pembagian keuntunlan- 'hasil 

i(erja - su*u



f. besaran- pembayaran 
\ontribusi retap dan pembagian l<euntunga,

iffX.,i:nf".:"T" Pemanlaa,",,--r,L.us mendalat persetLriu^11
g' clala'n Kerja sa-rr'ra pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa reinarrdan/atau bangunan, sebagian r.o,-,i.iu,r"i,.,"p';;; pembagiarrkeuntungannvi dapat b.il;;^t;;r,;;" beserta r".irit"..,ya yansdibangun dalam saiu kesatuan p.ir',.^.,aan terapi tidak termasur<sebagai obl:k Keq'a Sama p._u"iuutu";h' besaran lila: u""gu"* beserta ir.iii 

".,-,y, sebagai bagian ciarikon*ibusi tetap dan kontribu si .pembagian keuntungarrsebagaimana dimaksud pada r-,r.r.ig'paling banyak 1o% (sepurruhpersen) dari totar peneiimaa., xo,-,?.ii,.,.i-tetap cian- pembagiarrkeuntungan seiamu .nr"u Keda Sr-" p"_anfaatan;i' bangu"l? y3"e dibangun aensan ;L;; sebagian ko.tnbusi tetapgi:.ffT,:frf'il.T:ilIfi 
"gan diri 

"-ur- 
p.,',gu-d"..,nyu merupakan

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerya Samapemanfaata.n dirarang -.r-,j"-Inr."n- rt., -.rggu.t^iri* BarangM,ik Daerah vang me"niaai:bj.k ra;6"*" pemanfaatan; dank' jangi:a waktu *J;;d#a pema'raa[a,r-p_au,-,g 
lam.a 30 (tiga puruh)tahun sejak perjanjian Ji,."a.,l"ilri aa., oapu.t diperpanjang.(2) semua biava pe.srapan r-.j" s.*^'?!.,,.Ir,"",.n yang terjadi setelahdite tap ka" "l* mit.a' r. o. s ;; i;;"";;; t.., 0r,., biaya p-.iuk"urr"..,f;f,Lr:itr p.,,u,rruil, menjadi u.uu. mitra, 

--li..tu 
Sama

(3) Ketentuan r
( 1 ) i, 

"., i r."xl:ii:iffi-I 
*,H'tl?1i}Tfr j,r*:l?",ffi :fj

if,il:,{ I h?fri:H I u *:lt 3iffi-1 
;ffi s r r u k r u . r ;il ; e r u p a,< a na' infrastruktu.r t..""pt.tl"r,.,Jip!i*perauuhan 

pengumpan ror<ar,:Xffii iTJ,Til, l 
;" ^u termin'ai, liJl,,u jaringafi ,=r' a 

",, 7 u tu,t jffi::::-rtff laian meliputi jala, jarur khususjararr tor, dan/atau
c' infrastruktur sumber daya air meliputi sarurarr pembawa air baku. dan/atau waduk/bend-u-igan;
d' infrastruktur air minum 

i:rt:,, llngSnan pengambilarr air bakr-r,jaringan transmisi, iui'ingun distiibusi, cl.n/atar_r i.stalasipengolahan air minum; dane' infrastruktur air limbah meiiputi instaiasi pengorarr air Iimbah,jaringan 
r^lguinrur dan/,atau l".,rel,'r,"n.,u, dan/atau sarana

;:ffitr#T vans meliputi 
- 

p.','gungkut ir"zi,", tempar
(4) Jangka waktu Kerja Sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerahuntuk penyediaan infrastruktur sebagaimana aimaksud pada ayat (3)paling lama s0,(lima puluh) iar,un *r"[f.f lnjian ditandata,gani dan._ {apat diperpanjang,
(5) Dalam hal mitia (erja Sama Pemanfaatan atas Barang Barang MiiilrDaerah untuk penyediaan infrastruktur ..u.s"i*ana dimaksud pada

lYat (3) berbentuk Badan usaha Mil,k-rv.i"."zBadan usaha Mitilr



Bangun Guna .?Xf:5'f^1[r, Serah Guna
(1) Bangun Guna serah 

",^, u.,li,ll'33."n cuna Barang Mirik Daerahdilaksanakan d_engan pertimbalgan Ia' Pengguna Barang' memerrrikan bangunan dan fasiiitas bagipenyelenggaraan pemerintahan or.'."r, untuk k"pe.rtingan
5:'fr"""n 

umum dalam rangka p.r-,y.i.-ggaraan tugas dan fungsi;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untur<penyediaan bangunan dan fasititas i.."J",.(2) Bangun Guna serin atau Bangun serai.r-ou.," Barang Milik Daerahsebagaimana_dimaksud pada iy..t tii--ai[r.sanakan ?r.r-, pengeroraBarang Milik Daerah setelah mendapat'pr.."tu:uan Bupati,(3) Barang Milik Daerah bqil;3.t1".1f., y;g .t"t* penggunaannya adapada Penggu na Barang dan telahdi."ricar'arian u n tu k penye rer.rggaraantugas O"i^ii:gsi^ pengg_r,.,". Barang ,^"* b-ersangkLrrall, dapatdilakukan Bangun Guna lserah u,.., "eJrrgur., serah cuna setelahterlebih dahulu diserahka" f..pua";;;";:'(4) Bangun Guna Serah 

"tr., 
- 
eangun serah Guna sebagaimanadimaksud pad.a ayat (3) Jiiut ".r',.[;,, olJ pengelol" auru,.,e de,ganmengikutsertakan pengguna Barang ;;.;;J;ugas dan fu,gsi,ya,

Pasal 37Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil c.laripelaksanaan Bangun Grina Serah 
",.u"g"r-rs,r11".^h Guna dirarcsanarcan

;J:,?.i:rati 
daiam rangka penyeiengg..-."r-,'irgas dan furrgsi opD /SKpD

Pasal 38(1) Jangka waktu Bangun Guna serah atau Bangun serah Guna paringlama 3 0 ( riga,p u l u hl tah u n sej ar<^peffi ir.,-a] t", oaran gan i.(2) Penetapan mitra Bangun oun^ seratr it., -it.a Bangun serah Gunadilaksar akan melaiuifender,
(3) Mitra Bangun Guna s..urr-atuu mitra Bangun Serah Guna yang terahditetapkan, selama jangka waktu p.rgop.;-;J.r.,,a. wajib membayar t<ontribul r<e rkd-;?as umum Daerah setiaptahun, yang besarannya ditetapr."" u"i?a.u.t."r, hasil perhitungan

. tim yang dibentuk oleli pejabat yang U.*.rr.re;b. wajib memelihara objek 6"r.,grrn Guna serah atau Bangul serahGuna; dan
c, dilarang menjaminkan,

1, ranah yang menjadi
Serah Guna;

mt:nggadaikan, atau memindahtangankarr :

objek Bangun Guna Serah atau Bangurr

2. hasil Bangun Guna Serah
penyelenggaraan tLlgas dan
dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

),ang diguuakan larrgsung urrl-ulr
fungsi Pemr:rirrtah t)uselt/ Dar.:r.erir;

(4) Dalam .llngka '"val<tu pengoperasian, hasil Bangurr Curna Sc.rah arerurBangun Serah Guna harurs digunakari langsuug unLurl<



(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Ba,gun Guna Serah aterr.rBanguin Serah Guna f,..u. aiatasnam;[;; i.m..intah Daerah.(7) Semua biaya lrersiapan n"rgun Guna s.irrn atau Bangurr Ser.arr cu,ayang teryadi .setelah ditetaF,kannya mitra Bangun cr-rna Ser.ah ara,Bangun Serah Guna dan bLt,a ;relal<sanaan Bangurr curra serah ataurBang,n serah Guna 1.";aJi-u.t"r, -ii.^ yurg bersarrgl<uran.(8) Mitra Bangun Guna s..ar,-garang Mirix baeratr ,arus mer)/erahr<arrobjek Bangun Guna Serah t epaai gupati iaaa akhir jangka 
'rar<rur

pengoperasian, setelah dilakukan audit olr-, lp".ar pengawasan inrerrrPemerintah Daerah.

a' mitra Bangun serah Guna harus menyerahkan objek Bangun SerahGuna kepada Bupati 
""tuL*h seles.ainya,p.-U^r.rgunan;b' hasit Bangun- a:::l g""" yar',g diseiahi.,., r.epaaa Bqpati ditetapkansebagai Barang Milik Daerair;c' mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milir<Daerah sebagaimana oimatsud pada rrrrrr u sesuai jangka waktuA IT$ ?ir:tapkan dalam pery,anjian;^dan'u. seEerah jangka waktu nendayagunaan berakhir, objek Barrgurr SerahGuna terlebih dahuri Ji,i"a-it ;l.h--^i"r", pengawasan inrernPemerintah sebelu^ p""ggrnaannya aitetapkan oleh Bupati.

r(eq a s.-"Bi.s;1:ff:? ?fr.as tru k r u r
(1) Kerya Sama penyediaan ,";::#r1?r. aras Barang M,,< Daerahdilaksanakan terhldap :a' Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pacraPengelola,p3ralg/ pengguna Barang;b' Barang Milik Dierah u".*pg sebalian tarrah dan/atau bangunanyang masih digunakan oieh nenggui; n"L,.,g; a,uuc' Barang Milik Daerah seiain tanah dan/atau bangunan.(2) I(er1a sama Penyediaa" rni.^.truktur atas Bararrg Milik Daerah paclaPengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf adilaksanakan oleh pengiola Barang o."g"n p'.,.s.tu.,uan Bupati.(3) Kerja Sama Penyediaai Infrastrukir. 

"L. 8"r.,.,g Mirik Daerah paciaPengguna Barang sebagaimana dimak.ra- p^a, ayat (r ) dilaksanakanoleh Pengguna Barang de.,gan persetujuan Bupati.

Bangun Serah Guna
cara:

Pasai 41
(1) Kerja Sama penyediaan Infrastruktur

dilakukan antara pemerintah dan Badan
(2) Badan Usaha sebagaimana climaksud

usaha yang berbentuk:
a. perseroan terbatas;
b, Badan Usaha Miiik Negara;
c. Badan Usaha Miiik Daerah; dan/atau

pasai 39
Barang Milik Daerah dilal<sanaka.n dengan rata

atas Barang Milik Daer.ah
Usaha.
pada ayat (1) adalah baciarr



a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memirrdahtanganka,Barang Mirik Daerah yang mEnjadi orr.1.x i(erya Sama penyediaa,Infrastruktur;
b' wajib meme.lihara objek Kerja Sama penyediaan Infrastrulctur danbarang hasil Kerja Sama penyediaan tnfrastruktur; danc' dapat dibebankan pemuagLn teteuir,an r<eunturrgan sepanja.gterdapat kelebihan ke.untungan yang diperoref, dari yangd i ten tu ka, .p3gu saat pe rj anj ian"d im ui ui' 6ro* b ac k) .(6) Pembapian kerlbihan t eu.,tur-,gan sebagaimana dimar<sud pada ayat(5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.(7) Formura dan/atau besaran pe-mbagia, r<erebiha' rceunrunga^sebagaimana dimaksud pada a1'ai 1s1 truiuf c ditetapkan oleh Bupati,(8) Mitra Kerja Sama n.ny"iLLn Infrasir"ki;; h.ar.us men.yerahkan ol:;er<Kerja sama penyedia-an rnfrastruk,;; ;;; bararrg hasil Kerja SamaPenyediaan Infrast.ruktur-- kepad. 

-p.;;;intah 
Daerah pacra saar::lffiin a jangka war<tu r"ryl S.-;;;;;;;il" i-;Ii1ii.,,1,,. sesuai

(9) Barang hasil Kerya Sama Penyediaan Infrastr:uktur- rnenjadi Bara,g
[]jl"r?f:"t serak aiseiahkan r..o"a" pemerintah Dalrah sesuai

Bagian Kedelapan
Tender

i;E i;iiixffi1lxtffi:ildi:J.1ai 3s avat ( 1) hurur b dan pasal
a' rencana tender aiumuilt<"" ai media massa nasionar;b' tender ouo^r, oii"";rlr."T r.]r5:;;#;" J.pu,.,.,ung terdapat pari,gsedikit 3 (tiga) p.."itu."ln,i.itra yang ,n..nu.rkkan penawaran;c' dalam hal calon pllr^ yr"s- 

11r',".ri.k.r; ;.nawar.arl r<urang dar.i 3
!19"4 

peserra, d,akurian'frn"grn,uman uiang di medi" -r.., nasionar;
d. daiam hal setelah pengumuman ulang:j [,fitlL1x,?:xt.i=flH"*r,,uu1uff...* caron mitra, proses

2' terdapat 2 (ouaip....i" ..ro*;i;; 're.,de., 
dinl,atakan gagar da,

X[;* 
selanjutnva dirakutan aene;;;;.isme se]eksi irng.r,.,g;

3' terdapar 1, (satu) peserta caron mitra, tender di,yatakan gagar cra,
[T;:: 

";:lanj 
u tnva dilakukan ;;;;;'^;eka, isme pei ur nj u ]<arr

I(erentuan lebih- lT',r:, *.r.,r.,rli't,1,Xt."ru pelaksanaan pemanfaata,Barang Mirik Daerah ai",u.-a.'ngan peratr."r-, dupati,

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
pengama:ran

pasal 44



(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus direngkapi dengan buktikepemilikan atas nama pemerintuf, Ou...t-r, 
-' -

(3) Barang Milik Daerah serain. i;^h'lanTatau bangunan harusdilengkapi dengan bukti kepemilik.r, u,u.-.r.-^ p.*erintah Daerah.

pasal 46
Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib

(1) Bukti kepemilikan
dan aman.
Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Mlik Daerah ,cirar<ul<an orehPengelola Barang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pe,yimpa'an dokume'kepemilikan Barang Milik 6aerah dilaksanakan sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal 47(1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungarldalam rangka p"t',g"-"n.n Baiang Mllrk Daerah t.:.te,rtu clenga,mempertimbangkan kemampuan t e.ia.,g^r., daerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tutu .u.u asuransi Barang Milil(Daerah diatur dengan peraturran Bupati.

Bagian I(ecjua
pemeliharaan

Pasai 48(l) Pengelola Bar,ang,. pengguna Barang, atau l(uas-ape1lgguna Barangbertanggung .1awau "t"J pemeriha.i",., a^.".,g Miiir< -baerah 
yangberada di bawah p.ngu"r"iny".

(2) Pemeliharaan ..b"gul-ana dimaksud pada a.vat (1) berpedomal.l padaDaftar Kebutuhan Femelihu*u., Barang.(3) Biaya pemelirrar"T 
-ts_1.*t-rrairil. oaerJir uibebankan pacia APBD.(4) Dalam hal Barang Milik Dierah ,lilakukan pema'faatan dengan pihal<Lain, maka biavipemeriha.uu., menjadi,"*r',i"ffi1;::o""uhn'adari penyewa, peminjam, mitra {!r.r" su*u pemanfaatan, mrrraBangun Guna serah/Bangun serah brr,"] .tuu mi*a l(erja SamaPenyediaan Infrastruktur.

Pasal 49
(11 Kuasa Penggu.na Barang wajib membuat Daftar Hasil pemeiiharaanBaralg lalg berada daram kewenan;;;;; d"" melaporkan secaratertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Baiang tersebut kepada penggu,a

Barang secara berkala,
(2) Pengguna Bar.lng 

_ atau pejabat yang ditunjuk rneneiiti iaporarrsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan men),usun daftar hasilpemeliharaan barang yang dilakukan'dalarn 1 (satu) Tahurr Anggararrsebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisien sipemeliharaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 50
Pelrilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam renoke rlpn\,,r,q1,hon

(2)

(3)



( 1) Penitaian Barang M,ik D^..P.T"iii* 
. 
tanah dan / arau bangu.andalam rangka pei-ranfaat^r, utu, pemindahtanganan 

di rar<ukan oreir :a. Penilai pemerintah; ataub. penilai publik yang aiteiapt an oleh Bupati.(2) Penilaian Barang Milik Daeiah seuag^i-lia aimaksud pada ayat (r)dilaksanakan untuk mendapatkari 
",r"i rva3ar- *Jr.i cienga,keten tuan peratu ran perunOani- Llrd;"g;:

(1) Penilaian Barang Milik ou..un'3i,1ii1^""h cian/atau bangunan craramrangka pemanfaatan aLau pemindah,"ng";"r-, aitakuka, oj.r, tim yanggti;tiYu"n oleh Bupati, Jan aapat -.ii8"irian penilai yang ditetapkan
(2) Peniraian Barang Milik Daeralr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

,^, fl:'41",1:*3ltiil:i..fif;iiteUil' wajar seruai i"*;;;
(3) Daram irai'penJal;; ;;;],*;n; J*i[.ro 

.pada avat (2) criiar<ur<arroleh pengguna Barang ,;;; meribatkan-p!nrr"i, maka r,alit penilaianBarang Miiik-Daer"n frurryr-..rp"kan nirai raksiran.

'-' ,tili,:;i::i[il?l?y;rir. o".."i, ;;;;;;i-ana dimaksud pada a1,ar

(1) Dalam kondisi 
,rertenru, ,".*!,xilJLlr, dapat mera*ukar: penilaia.

,^ X:[::,fi"T.],li;, B:::l;";,;:h; 
;*;;;,i,^]i re]ah d itetap,<a, da,am

(2) Keputusan mensenai Penilaian-kembali atas nilai Barang Milil< Daer.alrdiiaksanakan 
. birdasar*"n*'l*uui.i"k;; rd crirerapr<arr- oreh Buparidengan berpedom.n pui" p.ru,r.u,., pe.u,.,di,rg_unda'gar,

Ketentuan lebih
dengan peraturan

. pasal 55,3ir,l,.,tentang penilaian Barang Milik Daerah diaturBupati.

BAB IX
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56(1) Barang M,ik 
. 
Daera-rr yang, tidak diperrukan bagi penyere,ggaraantugas pemeri, tahan rlaerarr"oapat aipiia;,,;gunka..(2) Pemin dahtanganan. Barang rurilir. o".."i-, leL;;uimana d imaksu d padaayat (1) dilakukan denga., ia.^,a, Penjualan;

b. Tukar Menukar;
c. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal penrerintah Daerah,



(2) Pemindahtan
b a n g u ; ;; 

* 
; s;ff; * : ; r""fi dil 5, : ?"Tl ff#, n r, ii.r1 

. 
i " { il i il

a. sudah tidak sesuii dengan_ tata ruang wila3rah atau penaraarl liota;b' harus dihapuskan tar"ena anggaran uniuk bangu,an penggarrtisudah dis:diakan dalam aoi.u*?? *"rr"r*aran 
;c. diperuntuUl.* 

.bagi pega,rar negeri;d. diperuntukkan uuEi [.i.ntingan umunr; aralue' dikuasai negara -berdasarkan 
;;,;lil pengadilan yar.rg rerahberkekuatan hukum -l;;"p 

aanTatau berdisar]<arr 
, 

k.,..,,r,u,.,peraturan perundang-undangan, yang jika status r<epemirir<anrr'adipertahankan tidak i"yrf. .."ara ekonornis.

i:fiff:?'j.r%ffii:;,' 3f 
t 

D.RD sebagairrrana cr imarrsr.r d

Pasal 59Pemindanru":1:.-11_ Barang 
. M,ik oierar, .bglupa ranah dan/atar,rDangunan sebagaimana dim"aksud aalarn-il.sal S7ayat (2) dirakukan orehPengelola Barang seteiah 

"n.rrd"p"t persetujuan eupati,

(1) pemindahtanganan 
Barang $n 

63"..^n_ 
serain tanah dan/ataubangunan yang 6u.;ili*i-1T0", a.r.,!u" 

^tps,0o0,0oo,ooo,oo 
(rima

, ^, il'l:Xlrilfi1l-o'r^r.u 
t'in'or eh p.;;;r"";; ea.a., j .; ;.r u; m end apat

(zi remlndahta
ua.,gu,,;;il:.iil._',,:i"[?,#tl!;:lAtr;.Je[rJffi"i,,i;"l,1iXl
rupiah) ..ri."g"1-"n" oi-Ltsua darail-'pu.^r s7 ayat (r) huruf bdilakuk,rn oler e.ngJorl s;r".,g seterah mendapat p.i..trjuan DpRD.(3) Usul untuk memperoieh perserujuan DpRb sebagaimu,.,r- crjmaksurci
ffin.:lX:rl?"":f,uka" oleh "eup,I"ue.uai ;;;s;;' peratLrral.,

Penjuatarr Barang M,ik Daerah qiillllkan dengan pertinrba.gar:

. 5'?:ff^X'rT,*:i?1.?ffll* Milik D;;;;-i,n, berrel,ih araL, ticrar<
t 

;:t"%,rckonomis 
lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijr-ral;

c' sebagai peiaksanaan ketentuan peraturan peruncrang-undanga,,

(') 
I:itft,ff,B.arang 

Milik o"..u,i"ifif3u"" secara relang, kecuari daram
(') 

lrJ,*Tlll,t"" 
daram hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3, Barang Miiik Daerah yang bersifat khusus; ataub' Bararrg Milik Daerali iaTr.,r..,rro \rD,.,r:r rri+o+^-r.^.^ 1-,-,, 1 .

Usul untrrk
dalam pasal5T



(5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnyaayat (2) huruf b dilakukan melalui tataperundang_undangan,
sebagaimana dimaksud pacla
cara sesuai denganperatul"an

:.?:il'*":ilx1-r"Xt[., m.r$;1f -a n a ka n or e h pe n ge ro r a Bara, g

"' ;:?iimuff .*:x'l*""#i"::3ir"i mana d i maksu d d aram pasal
a' Pengguna Barang melali pengelola Bara.ng mengajukan usulpenj ualan Barang" rrriiir. p."."-t,'-'r-"r"*l tanah dan/aLu bangu narr

fiffif, 
Bupati di:.;il pertimba&;;';.pek teknis, er<onomis, danb' Bupati meneriti dan mengkaji pertimb,angan perrunya penjualan

Lin! :.ri,;: *? 3 : :* ;l*J..;,fi 
'l fi z ; ;:; 

.^#il; 
I; d a r i a s p e kc, apabila memenuhi 

",,pe.undang_-i;!;;;"",riTi.,;"::;L,.l.il.:,.I::.1::.i,.?,".,X,J,::,,]

. 3'?,1:i:".[t.?trJxH:Hl"xff iT/,,,,, i;;";;;;.,,,,,, aka,r

'*::xL j-.xi,x,dii:',rir:*u,'kl_.,*,;:],,,?iH;.,"T;:,
usulan tersebut. --aJ

''' f,il'i,ff ?:str ,,';x,:.#'::,?ff T:, y.?ll?# ii3i, n 
s e, u r u hnva,< e

?lf,,il,#.Tff;l

"' Ixrtilouff;o:u"' Barang iff? uto^.."n 
diraksanakan dengan

a. untuk
pemerint#H,t"n' kebutuhan operasionai penyerenggaraan

b. untul< optimalisasi Barang Milik Daerah; danc, tidak tersedia dana;;i;; ApBD.(2) Tukar Menukar ?Ji;* 
^i,iirir. 

Daerah sebagaimana dimal<sud pa.aay{ (1) dapat dilakukan"dengan pihak:a. pemerintah fusat;b. Pemerintair. Oaerafr larnnya;c' Badan us:*a Milik Nega"ra/Badan Usaha Mirik Daerah atau rrada.hukum lainnya yang al*itit i ".g"i.; ;;;,d, swasta,

Pasai 66(1)Tukar Menul<ar dapar berupa:a' tanah dan/atau bangunan yang terah diserahr<arr r<elracril Bul:ati;b' 
:U;r 

dan/atau uaigunan yang berada pada pe,ggr.rrra Bar.arrg;
c. selain tanah dan/atau bangunan.



(5) Tukar Menur<ar 
. sebagaimana dimaksud oada ayar (1) huruf c

3',1X1"u1""u^" 
oleh n""ltior" e..."s'."1}rl-, mendapat perserujr.ran

( 1 ) rukar r"-yT1... Bara.ns r,,,Jir"il.11. sebagaimana dimaksud daiamPasal 66ayat (1) huruf a'oan huruf u airJ.i.akan dengan tata cara:a' Pengguna_Barang melalui per-,g.iotr. B;;;"g mengajukan usul rukarMenukar Barang Mitik o1.lir, u;;;il."ah dan/atau bangLrnankepada Byn.ti d-isertai pertimbar:;il;';; kelengkapan data;b' Bupati meneriti a"r, '-.ngfa{i p.iti-u.ngan perlunya TukarMenukar Barang Milik o"..r.r, i.rir;;-;anah oanTatau bangunandari aspek tekniJ, ekonomis, d;" y;;il;;.c' apabiia memenuhi syarat _.""rli J.ng"r, ketentr-ran peraruranperundan-g'undangan, Bupati dapat 
-meiyetuuui 

dan me.etapkau
3fi:1if#illf"t':"r'' tt-'upa tanah a.nf"t", bangu,lan yans ar<an

d' proses persetujuan Tukar Menukar Barang Mirik Daerah berupatanah dan/atau bangunan diraksanar.r' i.r-rgan berpedoman paciaketentuan sebagaimJ".-o-ur.""J J.i"lr^ pasar 57 dan pasat sg ;. i:i{.'.H::"r.1tri.."ri:ffiroffi;:,.i-^. Men ukar denganf' peraksanaan serah terima u".ir-,f' ,;g direpas dan barang
,n \ ^. 8:fff;."t' harus dituangkan darair t..i," ;.;; .;il terima
(z/ i ukar Menukar Barang M,ik D_aerah sebagaimana dimaksud daramPasar 65 avat rrt rrurui: ;;ilil..nakan dengan rata cara:a' Pengguna 

l3-r1"g -.*gq':rr.an usur i;i;; Menukar Barang Mirir(Daerah selain ,unah oanTatay u.rsu;r*i."puau pengelora Barang
1,lt'fi}:ilffi ?xx**t?::?i:;"::il |"; n;.;,-oi,*;;,,an,iri
b' pengerola e".""g 

-ff;.ir,r"1"ffilngkaji 
perrimbangan tersebut dariaspek teknis, ekonomis, J; yuridis;c' apabira nr'emenuhi .ya.t sesuai de,-rgan keterltuan peraturarlperundang-undangar,,' p.ngerora Bara,.,s ;,i;1.,I::,,1^..7rukar rdi:_u^.,"8;;.";^'fi4;ik- r*;;rr $1X,T [:X1.,:X;, ],."11bangunan sesuai U"t^" r.?*enangannya;d' proses persetuju; i;k;.' rra.rrir..." ELr^,.,g Milik Daerah selaintanah dan/atau bangunan dilaksanai.ui'J."gan berpedoman padakerentuan sebagat.i"-" Jin,aksud o"i"_ iasar sg;e' Pengguna Baiang *.i"r.."r-rakan t ukar Me,ukar de'garrberpedoman pada i*r..ir;r^n pengelola Barang; danf' pelal:sanaan serah t..r-u bl.l?,*- i*i crilepas cran bar.ang

3:Lt5;"ti 
harus dituangkan dalair i;;i;^ acara seran rerima

(i) Hibah Barang Mitik
)<epen tingan sosial,

Bagian Kelima
iiibah

Pasal 68
Daerah dilakukan dengan per.timbarrgan urrtul<budaya, keagarnaan, ka*anusiaar. oenciidir.nr,,



(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, buda),a, l<eagarnaa:r,kemanusiaan, pendidikan yang birsifat no11 komersial, cianpenyelenggaraan pemerint1h"r.,,' ,.#;)' daerah sebagainrarra
i'#i:::X. o"o" avat (1) ul.p.ao.n.n- p.'d" peraruran perunda,g-

Pasal 69(1) Flibah dapat berupa:
a' tanah dan/atau bangunan yang terah diserahkan kepada Bupati;b' 

:txt 
da,/atau u"igu.r^n yang berada pada pe,gguna Bar.arrg;

c. seiain tanah dan/atau bangunan.(2) Penetapan Barang 'Mii[ b.;;h;erupa tanah dan/arau bangunan

,^ Imm#,BXi,:il sebagaim*" aiil"ksud p"i^,uy",-(1) hurur a
(t) 

Hfr*,sebagaim"t'u-al-.ksud pada ayat (r) huruf a dirar<sanar<an oreh
(a) Hibah sebagaimana dimaksyd,pada ayat (1),huruf b diiaksanakan olehpengguna Birang 

".,.-r-J "reldapar pl*.i,i.iran Bupati.(s) Hibah sebagaim""" ai,irr.;:s,rG ;;;;ii, hurur c d,aksanakan orehPenggura Blrang 
".,"t.il.i.naapat persetujuan Bupati,

(1) Hibah Barang Milik o".."n,ffi1,"rr".dimaksud 
daram pasar 69ayat (1) huruf a dan rr"."r u,aii^t"i""r.l"iengan tata cara:a' pengguna_Barang r.r"r"i p";;il1;;;;;;* mengaluka, usur Hiba.Barang M,ik oir."r-,Grupa tanah a*7.t"u - 

bangunan kepadaBupati disertai dengan p..tlinu"rrgr",. Aii i..t.ngkapan data;b' Bupati meneliti ;il^x;rgkaji ,;i ;i;ah Barang Mil,< Daerarr
Hi*'i;!:nu nertimt""g"; a",', ;t";;; sebagaim'a,i""'ain,ur<surcr

c' apabila memenuhi syarat sgluai. dengan keterrtuan peraturanperundang-undangan, Bupati dapui- menyetujr.ri dan/ata,menetapkan Barang rrairi[ 
-b".#*"berupa 

tarrah dan/ataubangu nan yang akan-dif,i bah kan ;d' proses prr.etujuan Hibah dilaksanakan dengan berpec.rornan padaketenruan pasil s6dan Fasal 5g;

: i:i.-.','l]i":Til:,,T:ff;,,akan Hjbah de,rga, ber.pecrorna' 1:acier
f' pelalrsanaan serah terima barang yang ciihibahkan haru sdituangkan daram berita acara serah ter-ima barang.(2) Hibah Barang Milik oae.ah sebagaim",-,. ii-rksud dalam pasar 69ayat (1) huruf c dilaksanakan aengin tata cara:a' Pengguna Barang mengajukai 

".ui H,u.6 Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau 6"rgrr^n kepada pengelora Barang disertaipertimbangan, kel,:ngkapan data, dan hasir pengkajian tim interninstansi pengguna Bar:ang;
b' Pengelola Baring menetiii darr mengkaji usul Hibah Barang Mitil(Daerah berdasarkan pertimba.g""r, "d"r., syarat sebagaimanadimaksud dalam pasal 6b;
n a r^ L.,i1^



Bagian Keenam
Penyertaan Modal pemerintah Daerah

(1) Penvertaan Modal p"-..irrti-ritilJ.l"n atas Barang M,ik Daerahdilakukan daram rangka p."oiriur-,, ;;;p;;iaiki struktur permodarandan/atau meningkatf^r-, i"p."i,""' r.^r.,I a.a",., usaha Mrilik Daerahatau badan hukum rainnya yang dimiiiki pemerintah Daerah sesuaidengan ketentuan peraturun p..rrrdang_undanga-tr.
(2) Penverraan Modat' p"-..i"i"r, Dr;;;' 

",,"lr";"rana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan dengan pertimba.,g"n,a' Baran g *i,ll_ol.rah yan g"a u,,,. u*ui pl,i-glo 
^^n 

n.ya se s u ai d ol<u rnerrpenganggaran diperuntukkan bagi Badai- usaha Milik Daerah ataubadan hrlkum iainnya y^.,g aimitlt<l pemerintah Daerah clalarnL llst<a p:Iugasar., p..n".intah; atauo, 
;l:X?-*y,,l,Li:;;i. rebih opti,ar apabira crikerora oreh Bada.

(1) Penyertaan Modal
berupa:

pasai 72
Pemeri,tah Daerah atas Bararrg Milir( Daerah dapat

a' tanah dan/atau bangunan yaxg telah diserahkan kepacra Brrpati;b, tanah dTl3,1, b""il;;n pada.pe.nggLrna Barangi arauc' Barang Mirik Daerah-setain tanah dan/atau bangunan.(2) penetapan Barang Mlli;-;"erah .ber;;;;"^h _dan/atau banguna'yang akan disertakan sebagai modai pil..ilrah Daerah sebagaimanadimaksud 
"..d.^ .a{ar (r1 rruiuia aifakuk"" 

"i.f., 
Bupati.(3) Penye.tuur-, Moda"r plri,..]"r"r-, ou..ur, 

'ulu, 
Barang Mirik Daerah

,., ;i:?:ffi:x "#ffi[;:t 
paaa ^v'i-iri"r""r u 

-'tu,.,"'hurur 
r,

(4) Penyerraan Modal p!-..int"i-, Daerah atas Barang Miiir< Daerahsebagaimana dimaksud ;;;1 "y^,-'['i ,ir.rr " diraksana]<an orc.l_rPengel0la Barang seterah mendapat persetujuan Bupati.

( 1) Penvertaan Modar pemerintJf:ilJgl! aras Barang M,ik Daerahsebagaimana dimaksuci d;i;; pasai ic";;; (1) huruf a dan hurur bdilaksarrakan dengan tut" .u.u,a' Pengguna Barang melarui pengeloia Barang mengajukan usurPenyertaan Modar pemerintah D,-aerah uiu" Barang Mirik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
. pertimbangan dan kelengkapan data;b. Bupati meneliti 9..1 -"rJ"g[aji usur'penyertaan Modal pemerintahDaerah yang diajukan - gi;h p."gg"'". Bararrg berdasarkanpertimbangan dan syarat sebagai*""i"Ji-aksud claiam pasal z 1;c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentua,., 

- 
f..u,r,.u,.,perundang-undangan, Bilnati dapat rnenyetujui dan/ataumenetapkan Barang Milik Daerah berupa tarrah dan/atar-r

. bangunan yang akan disertakan sebagai mtaat pemerirrtah Daerah;d' qlo?es persetujuan Penyertaarr Modai pernerintah Daerahdilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 57, pasal



h' Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Bada.Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilikiPemeritah ?".tt$ yang dituangk"" a"i^* berita acara serah terimabarang setelah peraturin Daerlh ait.tupf..rr.(2) Penyertaan Modal pemerintah or"or,--It." Barang Mirik Daerahsebagaimana dimaksud dala- p*"i-zi"i"t (1) huruf c diiaksanakandengan tata cara:
a' Pengguna,B.arang mengajukan usul Penyertaan Modal pemerintahDaerah selain tanah ainiatau b^g;n kepada pengelola Barangdisertai pertimbangan, kerengkail;;;., dan hasil pengkajian timintern instansi pengguna earing;b. Pengelora 

.Barang ileneliti d-"-rr''*.rrgkaji usul penyertaan ModalPemerintah Daerah vang diajuka"n oleh pengguna Barangberdasark"l-pertimbangan a"rr- 
"v"."t sebagaimana dimaksuddalarn pasai 7i;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, pengel0ra g".""g dapat menyetujui usulPenyertaan ModaI pemerintah o"r..i, seliin tanah dan/ataubangunan yang diajukan oleh e.rrggr.,. Barang sesuai bataskewenangannya;
d' Pengelola Barang menyiapkan Rancangan peraturan Daerahtentang penyertaar: Modal p"*..i"i.ii-b..rrh dengan meribatkaninstansi terkait;
e' Pengelora^Barang menyampaikan Rancangan peraturan Daerah- kepad;r DpRD untuk aitetapt<an; danf' Pengguna Barang metat utia., 

""rr.h terima barang kepada Badanusaha Daerah 
"tau badan hukum i;i;"y. yang dimiliki negarayang dituangkan dalam berita u*u ...ur-, terima barang seteiahperaturan Daerah ditetapkan.

Pasal 74Ketentuan lebih 
- 

lanjut mengenai tata cara peraksanaanPemindahtanganan earang tvtilik Dae?ah diatui oengan peratrr.r, Bu pati.

'r,fr'ti,Iro*Pasal 75Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:a' Barang Milik Daerah tigak d"p"t- -Jigurr"ka'r, 
tidak dapatdimanfaatkan, dan / atau tidak a"p"i iipi,air,tr,-,gankan ; ataub' terdapat alasan rain sesu"i a."j"" kJil;* peraturan perundang_undangan.

(1) Pemusnahan dilaksanak"" 
"[f1;u**r". Barang seterah mendapatpersetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam berita acara clan dilaporkan Bupati.

Pqsol'7'7



BAB XI
PENGHAPUSAN

Pasal 79
Penghapusan meliputi:
a, Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna; dan
b, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 80
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud

dalam Pasai 79 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayar (2), untuk Barang Milik Daerah yang
dihapuskan karena:
a, Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23;
b. Pemindahtanganan; atau
c. Pemusnahan,

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik
._. laerah berupa barang persediaan kepada pengelola Barang.
(5) Pelaksanaan - Penghapusan Barang Mitik Daerah sibagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (+) dllaporkan kepada Bupati.

Pasal 81
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam ?asal 79 huruf b dilakrikan dalam hal Baiang Milik Daerah
tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemirsnahan, atau
karena sebab lain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a, berdasarkan keputusan dan/atau laptran penghapusan dari

Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yarig berada pada
Pengguna Barang; dan

b. berdasarkan keputusan Bu1:ati, untuk Barang Milik Daerah yang
berada pada Pengelola Barang,

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasai 82
(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan

Barang Milik yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada
Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang pengguna menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

(3') Penseloia Barang menghirnnrrn Dqffar tlnrano Fatrd.,rrr,..o aahooa.imana



Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 83
(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling
.^ sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

!9rupa persediaan daJ1 konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasidilakukan oleh pengguna Barang setiap tahun,
(3) Pengguna Barang - -"ry"-pi,ikan laporan hasil Inventarisasisebagaimana dimaksud pada-ayat (1) d;; ayat (2) kepada pengeiora

Barang paling lama s 1tigal bulan ..t.iur, selesainya Inventarisasi.

Pasal 84
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupatanah dan/atau bangunan yang berada datam penguasaanrlva palingsedikit i (satu) kali dalam S (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 85(1) Pengguna Barang 

-menghimpun. Laporan Barang Kuasa pengguna

, ^ i:f*-ii;T 3.fL[* tX f.m: * lI "*p.,,v 
u s u n a n Lap o ran niia n g

(2) Lapora, Barang .pgngguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai baiin ultrlk ;r"t;; neraca opD/sKpD untukdisampaikan kepada pengelola Bara;;. 
-.--"

Pasal 86
,r) 5ilf$;jl"?ffi?:rff;: menyusun Laporan Barang pengelora

(2) Pengelola Barang d;; menghimpun Laporan Barang penggunaSemesteran dan Tahunan 
"Lu"g-.i-.i,. ii*.isud dalam p?""r g5 ayat(l ) sebagai bahan-pexyusunar] t aporan Barang Milik naerah.(3) Laporan Barang Milik Daerah .,iu"s.i.riil ai*uksud pada ayat (2)

$ffff"" sebigai bah; untuk *.r.vu.u' neraca pemerintah

Pasal 87Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan BarangMilik Daerah dilaksanat"" 
"..rui p"r.tr.il^p..rr.,dang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendali^" BIffXlffi,,u Daerah d,akukan oleh:a' Pengguna Barang merarui pemantauan dan penertiban; dan/ataub' Pengelola Barang merarui p"-.rrt.uan dan investigasi.

(' ) i:ff8xffi.::"Tg;ii*#"' +Hi:*,^,- *: :- f .,, ":tiban terhadap



Tata cara pelaksanaan
Daerah diiaksanakan
undangan.

Pasal 90
(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi ataspelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan

Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,
Pemanfaatan, dan pemindahtanganan- Barang Milik Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagairiana dimaksud pada ayat (1)dapat ditindaklanjuti olefi PengeloL Barang dengan meminta aparatpengawasan intern Pemerintah Daerah ,.,iuk *El"kukan audit ataspelaksanaan 
_penggunaan, pemanfaat*,---a"r, pemindahtanganan

Barang Milik Daerah.
(3) Hasil audit sebagaimana dinra.k"-"9 pada ayat (2) disampaikan kepadaPengelola Barang untuk ditinctaklanjuti ".Lu.r"i 

dengan ketentuanperaturan perundang_undangan.

Pasal 91
pengawasan dan pengendalian atas Barang Miliksesuai dengan ketentuan peraturan perlndag-

PENGEL.LAAN BARANG MILIK iiBi.iXoLEH BADAN LAYANAN UMUM
Pasal 92(1) Barang Milik D.aera{ yang digunakan oreh Badan Layanan UmumDaerah merupakan kekayl"rr_daerah yang tidak dipisahkan untuk

ft::1"-?,:fff:u'" kegiaian Badan dt;"" Umum Daerah yans
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (r 

)dilaksanakan sesuii ketentuan peraturan Daerah ini,

BARANG MILIK DAER,i*?ilX,,o RUMAH NEGARA
Pasal 93

(1) Rumah Negara merupakan Barang Miiik Daerah yang diperuntukkansebagai. tempat -drsg"t atau huriian dan sarana pembinaan sertamenunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawainegeri.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimanadimaksrrd pada a{at (1) dilaksanakan-"r.r, Bupati sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang RumahNegara.
(3) Tata cara penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan,

Penatausahaan, pengawasan 
-dan p."g.;o"iiin Barang Mifik Daerahberupa Rumah Negara dilaksanakari ...u"i ketentlan--peraturanperundang-undangan.

BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI



KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik
Daerah yang menghasilkan penerimaan baerah dapat diberikan
insentif.

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus Barang Milik Daerah dalam
melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang

._ besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuanga., o^e.ah.
(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada p"3LU"t atau pegawai

yang melaksanakan pengelolaan Barang Mltit< baerarr sebagaimana
dimaksud pad? ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan,

Pasal 96
( 1) Bupati dapat mengenakan beban pengelola an (capital charge) terhadap
_ Barang Milik Daerah pada pengguna Ba.r..,g.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai-beban p-engelolaan (capital charge)
terhadap Barang Milik Daerah sebagaima.a di-.ksud pada ayat ll j
diatur c engan peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97
(1) Pada saat peratura, Daerah ini mulai berlaku:a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Vang telah terjadi dan belummendapat persetujuar: dari pejabat yl'g:u".*"rru.r"g, Bupati dapatme nerbitkan persetuj u an terhridap kelan-;: u r:an pema! faatan Baran gMilik Daerah dengan ketentuan pengelol^ B"r""g *."tampaikanpermohonan persetujuan untuk sisi waktu pemanfaatan sesuai

$engan pery'anjian kepada Bupati, dengan melampirkan:1, usulan kontribusi dari pemaniaatai Barang Milik Daerah; dan2. lapora.n hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah
rJaerah.

b' Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakantanpa persetujuan pejabat benvenang dan birang pengganti telah
tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terlma na-rang MilikDaerah dengan aset pengganti antira pengerora Barang denganmitra Tukar Menukar dengan ketentuan:
1. Pengeloia Barang. memastikan nilai barang pengganti paiingrendah. sama dengan nilai Barang vritit< Dierah yan;

dipertukarkan; dan
2' Pengelola Barang membuat pernyata.an bertanggung ..1awabpenuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas BararrgMilik Daerah yang telah diierahterimakan iebigaimana dimaksud
,^ gada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan darf pengelola Barang.
(3) Segala akibat hukum. yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan

sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) .hunrf a dan pelaksanaan Tukar Meriukar sebagaimar,a ii*r.ksud
naAa attai. l l I L..-..4 t- ^



b.

c,

penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku danproses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum peraturan Daerah ini
berlaku;
seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan danpemeliharaan, Peniiaian, penghapusan, -pemind.ahtanganan,

Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengentalian
Barang Milik Daerah yang beium mendapat persetujua., a^r, /ataupenetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Daerah ini;
mencabut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2olt tentang Retribusi Jasa
Usaha.

Pasal 99
fgrjanjian Kerja sama pemanfaatan, Barang Milik Daerah yang telahdilaksanakan oleh Badan Layanan Umum baerah sebelum peraturan
Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajibdisesuaikan dengan peraturan 

- 
Daerah ini palin{ lama 2 (Jua) tahunterhitung sejak peraturan Daerah ini diund"r,gk".rr.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah KabupatenRembang Nomor 11 Tahun 2oor tentang pengelolaan Barang MilikDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten-Rem5ang Tahun 2oor Nomor 99,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dinyat!,kan masih tetap berlaku
lfpaniang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Daerahlnl.

Pasal 101
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan DaerahI(abupaten Rembang Nomor 1l rahun 2007 tentang pengelolaan BarangM^ilik_Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembarg r.nlrr., 2oor Nomor99, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 102
Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanlgal diurrdangkan.

fsar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya daram Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.



Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH: { / )



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAIi I(ABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUI\I

TENTANG

PBRUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANGNOMOR 4 TAHUN 201O TENTANG NBTNiEUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: a. bahwa daram langBa peningkatan perayanan terhadappelaksanaan parkir di.-tepi jar:an ;il,;itu *.takukanpenyesuaian tarif retribusi p_elayana, parii. ai tepi jaranumum .yang diatur daiam Peraturan Daerah futup"tl"Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang [.t.iu"ui pelayananParkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor to rahun 2olr tentangPerubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2olotentang Retribusi perayanan parkir ai repiJalan umum;
b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagair:ana dimaksuddalam huruf a, perlu henetapk"r. pur"tr.i.r, baerat tentangPerubahan Kedua atas peraturan Daerah X"t,"p"i"iRembang Nomor 4 Tahun 201o tentang n.t.turri eelayananParkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19so tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingku"t;;
Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Repubrik Indonesla Tahun 19g1
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



5.

6.

7,

B.

10.

11.

12.

9.

undang-Undang Nomor 22 Tahun 2oog tentang Lalu LintasAngkutan Jalan (Lembaran Negara nepuutit< IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan l-embaran N"gai"
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-undang Nomor 2g Tahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (rembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 20og Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2or"r Nomor g2,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan D_aerah (Lembaran Negara n.prtut IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244, Tambaf,an kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5sg7) 
""u.g^i*^.r^ telahbeberapa kali diubah terakhir aengan 

-tirra^.rg-undang
Nomor 9 Tahun 2o1s tentang peribahan Kedua atasUndang-undang Nomor 23 rahun 

- --i'ot+ 
tentangPemerintahan Daerah (r.embaran Negara neprtiii. IndonesiaTahun 201s Nomor sg, Tambalian t "*-u"r.., NegaraRepublik Indonesia Nomor 56T9);

Peraturan pemerintah Nomor 2T Tahun 19g3 tentangPelaksanaan undang-U-ndang Nomor g Tahun 19g1 tentangHukum Acara pidana (i,embiran Negara ["p"uril. Ind.onesiaTahun 1983 Nomor 6, Tambahan teibaru*'rv"s.ra RepubrikIndonesia Nomor 32Sg);

Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 20os tentangPengelolaan Keuangan Daerah (tembaran lt"g"r" RepublikIndonesia Tahun 2oos Nomor r4o, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4STg);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II RembangNomor 5 Tahun 19gg penyidik pegawai" rv"g".i sipil e;Lingkungan Pemerintah Kabupaten- Daerah Tingkat IIRembang (lembaran Daerah Ka'bupate" o"u..r, ririgr.at iiRembang Nomor : 8 Tahun i9g9 Seii O No*o, Ot;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor .13 Tahun2006 tentang pokok-poriok pengelora"ri K"ur.rrg"r, Daerah(L,embraran Daerah Kabupaten RJmbang Tahun 2006 Nomor
a72);



Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahu n 2o1o tentang RetribusiPetavanan parkir ai tepi Jalan u;;;- ir,.Lu".^r, DaerahKabupaten Rembang Tahun 2ori. Nomor ro Tambahankmbaran Daerah womo. 1|fl;
14, peraturan Daerah Nomor s Tahun 2016 tentangPembentukan dan susunan perangkal 

-o"r."r, 
KabupatenRembang (Lembaran Daerah -Kabr[at.r, R"*uarg Tahun2016 Nomor 5, Tambahan r,emb*".,b..."rr'irio*or 12g);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN D.AERAH TENTAryG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN 
?4ERAH Cnuiarex nnr,,iriar.rc NoMoR 4

;i Hirxfi r, 
I,1lffi ^ 

N c n E r Ri B u s r pb- r,-av"a *n m pnn r<r i 
. 

o i

pasal I

Beberapa ketentuan daram peraturan Daerah KabupatenRembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang [.Liur"i perayananParkir di repi ilry^ ygl", lr,.*u^."i ri.Li^i, KabupatenRembang Tahun 201,0 No*t. 4, Tambahan LembaranDaerah Nomor 
.941- -sebug"ii*. telah diubah denganPeraturan Daerah 

. 
rauupaiu" h"*bang Nomor 16 Tahun2oll tentang perubaha;';;. peraturari p."r.r, KabupatenRembang lrromor 4 Tahun zoio tentang netriuusi pelayananParkir di Tepi JdT. -y*l* ll*-u.."i n""iJ KabupatenRembang Tahun 201 1 womor 16, tambahL LembaranDaerah Nomor ll4), diubah-seilagai berikut :

1' Ketentuan pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyisebagai berikut :

pasal 6
(1) fingkat 

, 
penggunaan jasa dihitung berd.asarkanfrekuensi dan jenis tenaaraan 

-il; 
menggunakan

lempat parkir di tepi jalan umum.
(2) Frekuensi sebagaimana. dimaksud pad.a ayat (1)adalah 1 (satu) kali parkir paling f"i-," e talf"p""jjam.
(3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :

a. kendaraatt raAa rl,o J^- -^)^ L:--



2' Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dihapus.
(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000,00 (seribu
rupiah);

b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
c. kendaraan roda enam sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
d. kendaraan beroda lebih dari enam sebesar-Rp 12.S0O,OO (dua

belas ribu lima ratus rupiah).

3' Ketentuan Pasal 1B diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas perhubungan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah eup-ati atau

perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerir Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a..

Mengingat : 1.

2.

b.

I]UPATI REMBANG,

bahwa berdasarkar ketentuan daram pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 lahun 2OOg tentang
Penyelenggaraan- Ibadah Haji transportasi jamaah hajl
dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kedaerah asal menjadi tanggungjawab pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapk.rn pJraturan
Daerah tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Kabupaten
Rembang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19S0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20Og tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

4,



5' undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan
(Lembaran N3'ar-a 

-Republik l"ao"..iu }.n.rr, 2Ol lNonror 91, Tambahan Lembaran Negara RepublikInclonelia Nomor 523\;
6' undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahT 

. Daerah (l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2or4 Nomor 2ir TambahanLembaran Negala- Republik Indone# 'ivo*o. 
ssgT)sebagaimana terah blberapa kari diubah, terakhirdengan undang-undang Nomor g rahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas undang-und"d Nomor 23Tahun 2014 lgrt*s pemerintahin o"..ir. (I-embaranNegara Republik Indonesia Tahun zois- Nomor sg,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 56Z9);

7' Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentangpelaksanaan undang-undang Nomor ts rarun 2008tentang penyelenggiraan ,]"O"ir- ,i*r' (L,embaranNegara Republik inlonesia Tahun 20fi- Nomor 1g6,Tambahan 
. 
Lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor S34S);

8' Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2oro tentangPengadaan Barang/Jasa pemerintah J.U"g"irr.,^rr"telah beberapa kati-diubah terakrri. aerrgJ peraturanPresiden Nomor 4 Tahun 201s ,"","^is 
^perubahar:

Keemapat atas peraturan presiden lvom8r s+ Tahun20lO tentan_g pengadaan Barang/Jasa pemerintah(Lembaran ygq. -Republik 
Indonesia .tahun 201sNomor 5, Tambahan Lemba."r, fV.g"rJ RepublikIndonesia Nomor 5655);

9' Peraturan presiden Nomor gr rahun 2or4 tentangPeraturan pelaksanaan undang-u;A;--tto*o. tzTahun 2Oll - tentang pemEentukan- peraturan
Perundang-Undang-an fle.rrbaran N;;;. RepubtikIndonesia Tahun 2Al4 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun2016 -tentang 
pembentut an dan suJu.ran perangkat

Daerah Kabupaten Rembang (L,embaran DaerahKabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten RembangNomor 12g);



MEMUTUSKAN:

DAERAH TENTANG PEIVYELENGGARAAN
DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan. De.erah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupate" n"lrU""g. - -
2' Pemerintah Daerah adarah Bupati sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan aae.ar, yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyerenggaraan pemerintahan d;;;hlang berranggung

i:ffi:,:.:lf#&raksanaan tu gas p...rin tii, 
^, o i u.iE an e

5' I(antor Kementerian Agama adalah Kantor KementerianAgama Kabupaten Renrbing.
6' Jamaah haji adalah jamaah h4i reguler KabupatenRembang.

7 ' Transportasi a$ala[ pengangkllan yang disediakan bagijamaah haji dari oaeraf, k; e-ui*u?i dan/atau dariDebarkasi ke Daerah.
8. 

ffii1llsi. adalah tempat keberangkatan jamaah haji ke

9. Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari ArabSaudi.

10.Tim Pemandu Haji Daereh .adalah-petugas daerah yangmenyertai Jemaah Haji dalam k.l";t;i terbang i;;bertugas membantu rnemberika" Lirrf,ir;", ibadah danpelayanan umum.
11'Tim Kesehatan Haji Daerah.adalah_ petugas daerah yangmenyertai Jemaah Haji dalam kelompoi terbang i;;bertugas memberikan perayanan kesehatan bagi JemaahHaji.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Per:l-ttrarr haa-a1" i-.i J:--r----rr

Menetapkan : pERATURAN
IBADAH HAJI



a.
b.

meningkatkan layanan kepada jamaah haji;
menciptakan ketertiban, keamanan, keiancaran dan
pe.nyelenggaraan ibadah haji di daerah;
(dihapus)

kenyamanan dalam

c.

a.
b.
L.

BAB III
RUANG LII,IGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi :

layanan transportasi
pembebasan pemberian layanan kesehatan
penunjang pen-yelenggaraan badah haji

BAB V
PEMBEBASAN PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah membeb_askan biaya/retribusi layanan kesehatan bagijamaah haii di RSUD dr. R. Soetrasno KaLnrnafen Rernhnncr r{on Erclroo-^o

BAB IV

LAYANAN TRANSPORTASI

Pasal S

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan transportaasi darat kepadajamaah haji.
(2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meriputi :a' pemberangkatan jamaah- haji dan uagasi aait a""or, ri"'"Lu"rkasi;b. pemulangan jamaah haji dan u.g."i t; debarkasi ke daerah.
(3) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan dengan -Lrgacu pada jadwal pemberangkatan danpemulangan jamaah haji.
(4) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r), ayat (2), danayat (3) dilaksanakan d'engan mempertimbangkan erisiensi,'kualitas layanan,kepastia:r layanan, keselairatan dan kear^ran an.
(5) Pemberangkatgq dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud padaayat(2) diatur rebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 6
Layanan transportasi 

_ 
sebagaimana dinaksud dalam pasal 5 dilaksanakanoleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang-pi,ry.t..rgg1raanibadah haji sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-undangan,

?i"vl penyelenggaraan transportasi dibebankan pada Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah.

(1)

(2)



(3) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABVI

PENUNJANG PBI'IYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan
ibadah haji.

Pasal 9

(1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Panitia Penyelenggaraan lbadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementlria, Agu-a,
dan unsur terkait lainnJ,a.

(3) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaima.na dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2\ bertugas untuk melakukan pelayanan pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji.

Pasa-l 10

Pembentukan, tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1 1

(1) Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. memberikan pelayanan secara umum pada jamaah haji;
b. memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah hqji;
c. memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji;

(4.) Pengangkatan petugas yang menyertai jamaah haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten



BUPATI REMBANG,

ABDUL I..IAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tangga-l

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI7 NOMORNOREG PERATURAN DAER,{H KABUPATEN REMBANG PROVINSIJAWA TENGAH ( l).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR...,. TAHUN 2017

TENTANG
LAYANAN JAMAAH HAJI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM
Haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya membutuhkankemampuan fisik, non fisik dan finarrri"l. Eerbeda dengan ibadah lainnya,ibadah haji dilaksanakan secara terpusat dan masal dalam rentang waktuyang bersamaan serta melibatkan.lumlah yang sangat besar dari uma"t I"1;;;tidak sqja dari Indonesia melainkan oaii se-luruli penjuru dunia. oe.rgankarakter yang demikian maka pelaksanaan ibad"h hAi iia.r. hgi ;ff"pdiserahkan kepada pribadi-pribadi umat Islam, melainlkan membutuhkan
keterlibatan negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah maupun negara-
negara lain termasuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji merupakan implementasi dariperlindungan hak asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan ajaran
agamanya yang dijamin oleh Konstitusi. Bentuk perlindungan itu antari. lainmelakukan pengaturan meralui produk perundan!-undangan danmemberikan fasilitas guna mempermudah pelaksan"*r1'.. S.muu"rry"
bertujuan agar para jamaah hqji dapat melaklanakan ibadah haji ."."r"
nyaman, khusyu'dan hikmat sehingga memperoleh predikat haii *r.6*..



antara pemerintah- pusat yang notabene Kementerian Agama dan pemerintahdaerah mela_lui Gubernu. drrrf atau erp"iilw"fi Kota.

Diantara kew-enangan yang didistribusikan. kepada Gubernur dan/atauBupati/wali Kota adaiah pembentukan pa"itia p.*b;;ftl.,"r, rbadah Haji(PPIH), baik di daerah yani mempunyai embarkasi *",rprridae.ah yang tidakmemiliki embarkasi' Kewenangan lain yang didistribusikan adalahtransportasi dari daerah ke embaikasi pada 
.sla.t r<9u.."rrgr."tan jamaah hajike Arab Saudi d3" 

. transportasi d; debarkasi te- t".rai., pada saatkepulangan jamaah hEi d^ari Arab sauii. Kecuali itr-'u.raang-UndangPenyelenggaraan Ibadah Haji aan 
---peraturan 

pemerintah tentangPelaksanaannya juga secara 
-implisit 

memberikan kewenangan kepadaGubernur dan/atau Bupati/wali Kota u"irr. memberikan petayanan lainyang dibutuhkan jamaah haji sela*a di Jal.an. semua pelayanan jamaahhaji di daerah yang ildak diberikan otetr pemerintah pusat itu harusdituangkan dalam peiaturan Daerah.

]1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasai 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jeias.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasai 10

Cukup 3elas.
Pasal 1 1

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ....



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAI{ DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2O1O TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: a. bahv,a daram langka penin.gkatan pelayanan terhadappelaksanaan parkir kendaraar. ai rempai Khr..r" p;kii
perlu melakukan perryesuaian tarif retrilusi tempat khususparkir yang diatur dalam peraturan Daerah 

^Kabupaten
Rembang Nomor s Tahun 20ro rentang Retribusi i;p;iKhusus Parkir;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai:nana dimaksud.dalam huruf a, perru menetapkan peratuian Daerah tentangPerubahan atas peraturan Daerah x"u"p"t.r, RembangNomor 5 Tahun 2o1o tentang Retribusi Tempat KhususParkir;

Mengingat : 1. l"|"t 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

t3 Tahun 19SO tentang
Kabupaten dalam Lingkungan

3, undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19g1
Nomor 76, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. H:9**;ir:9p_s^I"So_1 lzjatryl. 2go9 tentang xeuangan

2. Undang-Undang Nomor
Pemben tukan Daerah-daerah
Propinsi Jawa Tengah;



5.

6,

7,

8,

10.

11.

t2,

13.

9,

undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkuian Ja-1an (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi DaeraLr (kmbaran Negara Republik
IndoneSia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Penrndalg-undangan (I-embarart
Negara Republik Indonesia Tahrrn 20ll Nomor 82,
Tanrbahan l,embaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor
523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (i.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L,er rbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambatran lembaran Negara Republik
I rrrlt'rrresitl Nt'rru(rr' 3? 58) I

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repltblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan I(euangan Daerah
(Lcmbaran Daerah l(abupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
a72);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20lo rentang Retribusi



i4, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

PembentukandanSusunanPerangkatDaerahKabupaten
Rembang(LembararrDaerahl(abupatenRembangTahun
2oi6Nomor5.TambahanLembargnDaera}rNomor128);

Dengan Persetujuan Bersama

DtrwANPERWAI(ILANRAKYATDAERAHKABUPATENREMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MenetaPkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KAtsUPATEN REI!;BAi'IG TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAI'I DAERAH KABUPATEN

REMBANGNoMoR5TAHUN2o1oTENTANGRETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARK]R.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20i0
tentang Retribu;i rempat Khusus parkir (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun -.2OlO Nomor 5' Tambahan

L,embaran Daerah NJmor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3

sebagai beriltut :

2. Ketentuan Pasal 6
sebagai berikut :

diubah sehingga Pasal 3 berbunYi

Pasal 3

diubah sehingga Pasal 6 berbunYi

Pasal 6

(1) 
'Obyek retribusi adalah peiayanan tempat khusus
parkiryangdisediakar',dimiliki,dan/ataudikelola
oleh Pemerintah Daerah.

t2) Dihapus.
i5j i.riut khusus parkir sebagaimana dimaksud pada\-' 

ayat'(1) ditetapkan dengan Keprrtusan Bupati'
(4) Dikecu'alikan dari obyek retribusi sebagaimana, 

dirnaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat
parkir yang clisedLkan, dimiliki, dan/atau dikelola
olehPemerintah,BUMN,BUMD,danpihakswasta'

(l) Tirrgl<at penggur.aan iaia dihitung berdasarkan
frel<uensi dailenis kenclaraan yang menElgunakan
tempat kltutsus Parkir.

(2) Frekuensi sebagaimana dimaksud padS ayat (1)

adaiah 1 (satu) t<ati partcir paling lama 8 (delapan)
jam,

(3) Jenis kendaraan sebagaimana dim-.ksud pada ayat



3. Ketentuan Pasal 8 avat (1) dihapus dan ayat (2) diubah' sehingga Pasal 8

berbunf i sebagai berikut :

Pasal 8

(1) dihaPus.
12) Str-urktur dan besaran tarif retribusi adalah sebagai berikut :

..a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 2 000;00 (dua ribu

ruPiatr);
b.kendaraanroclaempatsebesarRp3.000,00(tigariburupiah);
c,kendara.anrodaenamscbesarnpS.OOO,00(iimarib-urupiah);
d. l<enciaraan rocia lebih dari enam sebesar Rp 6'000,00 (enam ribu

ruPiah).

4. Ketentuan pasal 1g diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal lB

(1) Peiaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan'

(2) Pengawasan atas pelaksarraan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau

peringkat daerah l'^'''g clitunjuk oleh Bupati'

Pasal II

pera.turan Daerah ini rnulai berraku pacra tanggal diundangkan.

Agar setiap orarrg mengetahuinya, memerintahkan pengundallgan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANC,

SUtsAKTi

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN RBMBANG TAHUN NOMOR




